BAB YV

PENUTUP

S.1. Kesimpulan

a.

|©

Tanggung jawab koperasi angkutan kota terhadap batas maksimal penumpang
yang sering dilanggar awak bus dan mempengaruhi kenyamanan penumpang
sudah dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaan tanggung jawab ini masih kurang
optimal, dikarenakan pihak koperasi tidak memberikan sanksi secara tegas dan
keras kepada awak bus, crew maupun petugas timer dari masing-masing
koperasi, sehingga tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka banyak
diasalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan meraih keuntungan awak
bus dan crew tanpa menghiraukan keselamatan, keamanan dan kenyamanan
penumpang.

Tanggung jawab dari koperasi angkutan kota dalam hal terjadi tindakan kriminal
berupa penodongan, pencopetan dan pelecehan yang terjadi dalam bus, juga
sudah dilaksanakan dengan cara awak bus yang bersangkutan membantu korban

untuk melaporkan kepada koperasi bus yang bersangkutan untuk kemudian

melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan setelah itu koperasi tetap

mendampingi korban apabila tetap dibutuhkan bantuannya sampai kepentingan
korban terpenuhi.

Tanggungjawab koperasi angkutan kota dalam hal awak bus mengemudikan
busnya melebihi batas maksimum dan melanggar aturan lalu lintas, serta dalam
hal angkutan bus yang tidak laik jalan sudah dilaksanakan yaitu dengan cara

apabila terjadi kecelakaan akibat kesalahan awak bus yang mengakibatkan
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kerugian penumpang atau bahkan menyebabkan terjadinya kematian atas hal
tersebut, maka awak bus dibebani oleh koperasi untuk bertanggungjawab atas
kerugian tersebut sebesar 75% dari biaya maksimal atas kerugian yang diderita
atau pihak ketiga , dan selebihnya ditanggung oleh pihak ketiga yang bersalah
dan pengusaha bus yang bersangkutan, koperasi. Selain itu juga biaya akan
ditanggung oleh asuransi jasa raharja.

5.2. Saran-saran

a. Tanggungjawab koperasi angkutan kota sehubungan dengan pelaksanaan hak
atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang setelah berlakunya
UUPK, harus direalisasikan dengan meningkatkan penambahan fasilitas dalam
bentuk penyelenggaraan operasional petugas keamanan dalam bus kota dan di
dalam pos penjagaan dengan cara bekerjasama dengan aparat kepolisian.

b. Tanggung jawab koperasi Angkutan Kota, berkaitan erat dengan pelayanan
publik sehingga dalam hal ini peran pemerintah harus lebih memberikan
perhatian secara maksimal dengan cara mengontrol dan mengawasi operasional
angkutan kota yang berkait dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan dan peraturan yang disertai saksi
sesuai dengan kebutuhan dalam pratek di lapangan, baik dikenakan terhadap

koperasi maupun terhadap pengusaha angkutan.
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

e lA) Kepatihan Danurejan Telepon : 562811, ( Psw. 209 - 217)
YOGYAKARTA 55213
SURAT KETERANGAN / I1ZIN
Nemor:07.0/ 773

Ka, Frog. Magesier Bulam ‘UAJ Yegyakarts  No, 769/Eks/V
Tanggal 10 Oktober 2000 Perihal: Ijin Penelitian

Membaca Syrat
Mengingat ¢ L Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 9 tahup 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber
dan Polansi Daerah
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 lentang Pedoman Penyslenggaraan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Nageri.
3. Keputusan Kepala Daersh lstimewa Yogynkarta Nomor 33/KPTS/1986 tentong : Totaloksana
Pemberlan Izin bagl setisp Instansi Pemerintah maupun non Pemerlntah yang melakukan
Pendataan / Penelitian,

Dilzinkan kepada

Nama . Dwi Bdi Wibowo No. Mhs. 99.468/PS/ME
Alamat Instansj ; Jle éabm 43 Yogyakarta

Judul : Tanggung Jawab Kopernsi Angkutan Kota

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya ¢ Mulal pada tanggal 23-10-2000 8.d, 23-01-2001

Dengan ketentuan :

L Terleblh dahulu menemul/melaporkan dir Kepada Pejabat Pemerintah setempal (Bupatl/Walikolamadya Kepala Daerah)

untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tate tartib dan mentast! ketentuan-ketentuan yang berloku setempat. ’

Wajib memberi laporan hasi| penelitlannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Propins! Daerah Istimewa Yogyakarta).

4. ldnini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapal mengganggu kestabllan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk keperluan limish

5 Surat lzin Inl dapat dlajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

6. Surat izin In| dapat dibatalkan sawaklu-waktu apabila tidak dipenuhl etentuan-ketentuan lerssbut di atas.

Kemudian diharap para Pejabai Pemeriniah setempat dapal memberi bantuan seperlunys.

w

Dikeluarkan di - Yogyakaria
Pada tanggal . 21 Oktober 2000

An. GUBERNUR
KEPALA DAERAL I ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINS! DY,

TEMBUSAN kepada Yth. :
. Bapak Gubernur Kepala Dicrah Istitmewa Yogyakarta,

2, g:%?:lslgspgg?rgmpinsi oIy, UB.KABID. PENELITIAN,

3. Walikota Yogyakavrta 6qe Bappeda
4. Ka, Kanwil Dephubpar. Prop. DIY
5+ Ka. DLIAJ Prop., DIY -

6. Xa. YIXI Yogyakarta

7. Ka. Organda Yogyakarta,

8. Ka. Program Magister Bukum UAJ Yogyalkn
9. Pertinggal

SROC-WANOD

o e r——

8010155853



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Telp. 515865/515866 Psw.153.154

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 70/ 9/

Dasar . Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
070/51330. "2 e 00 08 80 s en oouchI' 21 Oktaber 2000

Mengingat . Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Y ogyakarta Nomor 072/KD/1986
tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta. Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap
Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diizinkan kepada : Nama: Dwi Edi Wibewe,Ne.Mhs.99. 468%PS/MH
Pekerjaan:  mapagigswa Pasca Sarjana UAJ
Alamat: J1l.Babarsari 43 Yogyakarta
Penanggung Jawab : Dy, Tsmijati Jenie,SH
Keperluan : Penelitian dengan juduls
TANGGUNG JAWAB KOPERASI ANGKUTAN KOTA
Lokasi / Responden : Keta Yk. DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA

ANGKUTAN KOTA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS
KENYAMANAN KEAMANAN KESELAMATAN DI
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .

Waktu :  Mulai pada tanggal 23-10-2000 s/d 23-1-2001
Lampiran . Prepesal;
Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Izinini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-
ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Tanda tangan Pada tanggal :246-10-2000
Pemegang izin

Yy

Dwi Edi Wibewe

An. Walikota Yogyakarta
Ketua Bappeda

. Pendataan & Laperan

N

PEMBANGUNAN U T W™ 7
IFembusan kepada Yth. : ~._D "

1. Walikota Yogyakarta.

2. Ketua Bappeda Propinsi DIY.

3. Kepala Kantor Sospol Kota Yogyakarta.
4. Ka.DLLAJ Kota Yegyakarta.
D
o

Pimp.Kop.ASPADA Yogyakarta.

Pimp.Kep.PUSKOPKAR Yegyakarta 8.Pi
L . -Pimp.Kep.DAMRI Yegyakarta.
'« Pimp.Kep .KOPATA Yogyakarta. 9.ar§I:?Lp. * o
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: 2.1.7. Menjaga ketertiban didalam biskota dan berlakxu aopan

. santun.torhadnp Penumpang.,

2.1.8. Awak biﬂkota 0
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Portama dary

: Jalup bigkot,,
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v ( 80mentar, @agih
gkut panumpang ) untyk keporluan Rongigyq bahay bakar/
akan dan tindakan-tindnk

ng mendahului S0gan, biakota. Xooua)y biakxot
8% pogigy Sedang berhenti~atnu karen, 8lagap lain Yang
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C?11° Henjadi hakim pandirg ( berkelahi/baku hantan ) dalam me -
| nyelogaikan personlan-personlan yung ocebenarnya dapat ditem
puh dengah cara latn yang lebih dbaik ialgh melaporkan/menyg
rshkan persoalan terssbut kepnda Peangurug.
a1, ggpbléﬁg lampu merah.

3413, Xenjatuhkan penumpang,

Je14, Tabrak lar{ ( xorbdan ditinggalkan begitu gaja dan tidak me-
laporkan kepada petugas PLK atay kepada petugas Poltas ba -
gian xooelakaan ),

TTEITE e v e
s e e A R T bt o

T ——

3.15, Memarisr Biskota dipinggir Jalan sobagai Barasi terutama
Paca malam hari,

4o SANKSI-SANKSI .

B P o
R P PR R m s+
Y A

4.1, Redanggaran-pelanggaran terhadayp Poraturan fats Tertid
Operasionil Biskots XOPATA dan Poraturan Lalu Lintas borda-
sarkan UU Lalu Lintas dan Jalan Rays No. 3 tahun 1965,
maka dikenakan sanksi-gankai sebagni borikut f

AL

4.1.1, Polanggaran RINGAM dikenakan sankvl Peringatan,
4.1.2, Pelanggaran SEDANO dikonakan sankoi istirahat dirumah
4.1,3, Polunggnraq BARRAT dikenakan senkel ditinjau statug

| sebagai Awalk Bigkotn KOPATA,

‘ 402. BENTUK BAIKSI-SANKST .
412,17, PELANGGARAN TBRNADAP T HQ, 2 dan MO, 4,

adm A

42,11, Awak Bigkota diturunkan, untuk nemenuhi
8yarat-syarat yang telgh ditentukan, .
4.2.1.2, Awak Bigkota dipulangkan, untuk mengurus/

mencari syarat-syarat yang teloh ditentu -
kan.

g 4:2.2. YELANGOAKAN TENIADAP I No.. 3.

g ! 4.?.2.2. Bisgkota diborhentikan di Terminql/?os pem - -
? ; . berangkatan, menunggu kelengkapan segual sys
Ao rat-syarast yang telah ditentukan,

§ f 4.2.2.2, Bigkota &ipulanxkan, untuk mengurus/mencard

RS

kelengkapar dimaksud geguai syarat-gyarat
yang tolah diteatukan,

4.2.3. PELANGOARAN TERNADAP II NO. 1.

4.2.3.1, Pengemudy yang melanggar 10 point, istirahat
7 hant,

4,2.3.2. Pengemudy yang melanggar 20 point, {stirahat
14 )151"5. .

4,.2.3.3. Pengomudi Yang melanggar 30 point, iatirahat
21 hari,

4-203040 Pengethudi Poe

AR B IERREE
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442,401, pwax Blakota dypppy Poringatan
4920402, pvax Llskota 'qy lotiranatkan, 7 hary,
1.2.4,3, Awale Diskot, d1 iotirnhatkan. 14 hary
12e4ids dvak Bigyor, U Lotiranatygy, o, harg, .
4:2.4,5, Awak Biskotg ditingay atntuonya. melaluy Rapat
\ Penguryg Koraty,
{.2.5, P&LAHGGA} TKPHADAP II No, .
4.2,5,1, Awak Bigkotn d4 1nt1rahatkan. 1C harg
4:2,5,2, Awak Biskotq ds iutiruhutkan, 20 hapy
4.2.5.3. Awak Biskotg di iatirnhatkun. 30 hary,
. 4.2.5,4, Awak Biskoty dit

Pengury, XOPATs,
4.2.6.‘PKLANGGARAN B2RAT,
\\

Songaga DOTUsAk £1a4) Biakota,

aankeinya d
dary, Awak Bigk

ikoluarkan
Otﬂ KOPATA'D

rogyukarta. 9 Nopembep 1991
: PENGUiyg KOPA®s YOUYAKARD,
Kgroy é

SEKREDAN )
ft&::ﬁ:::::=¢=”uuﬂi
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SURAT KEPUTUSAN

KEPAI;A KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN TENAGA KERJA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO..KEP.660/PP.08/¥.11 /Y11 /1996.
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

DARE .. FUSKOPEAR. ..o oo
KEPALA KANTOR WILAYAH
’ DEPARTEMEN TENAGA KERJA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Surat Permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dari PUSKOPKAR

Ao hatvwn Perturan Peeusahaan darl PE 7 Fa / ¢V, PUSKOPEAR
sciclah dindakan penelitian diupiat memenuhi syarat untuk disshkan schigaimana yang dimaksud
dengan peraluran Menteri Tenapa Kerjn Transmigrasi dan Koperasi No. PER, 02 / MEN/1978.
. bahwa antuk itu perlu dikeluarkan surat Keputusan pengesahannya, !

Lo Peraturan Menteri Tenaga Kerfa, Transmigrasi, dan Koperasi No. PER. 02/ MEN / 197K,
A Keputisan Menteri Tenaga Kerja, Noc 199 / MEN 7 1983,
VoOKeputusan Menteri Tenapa Kerfa, No. 280 7 MIEN 7 1R,

MEMUTUSKAN :

Menpesihkan Peraturan Perusahaan dari
Nama Perusahaan : PUSKOPKAR

ALimat Perusahaan - J1l.Mexukan, Karangka jen 276 A, Tegyakarta.
Jenis Usitha ¢ KOPERSAI

dengan kerentuan, jika ada hak-hak dun /atau fasilitas yang telah biasa atau telah pernah diberikan
elch Perusahaan ini kepada pekerjanya seearn kontinue, baik berdasarkan perjanjlan/peraturan ter.
tulis aau Tisan maupun berdasarkan kehinsaan, akan fetapi tidak tercantum atau terentum kurdng
didalam peraturan ini letap diberikan kepada pekerja yang herhak,
Peraturan Perusabann tersehut dintas herliku techitung mulai tangpal

31 Juli 1996 sid 30 Juli 1998 /dan supaya diberitahukan untuk
setinp pekerja,
Bilamana teenyata dalam Peraluran Perusabaan ini terdapat kekeliruan didatam pengajuan data-data
dan / atau keleranpan yang menfadl dasae darf pada Peraturan Perusaaan ini, atau terdapat
kesalahan / kekeliruan datnm pembuatan Surat Keputusan inl, maka bagian yung hersangkutan darl
Peraturan Perusahaan ini dapat dibatalkan dan /atau diperbaiki schagai mana mestinya

DITETAPKAN DI : Yogyakarta -
PADA TANGOAL : . % Juli 1996!:.

) KANTOR WILAYAH 1417~
' DEPARTEMEN TENAGCA KERJA -' ' =

. c— i o
KAV IR WAL AYAN
Pasre g 2trste

Bapak Dircktur Jenderal Binawas, R
Bapak Gubernur Kepala Dacrah Prop, DIY. k\

Rapak Ditckiur Bina Persyaratan Kerji. 6\.1,

- Sdr. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja \'}"q\G_A _V:_//

—_mmin.loqm:taﬁ———

Arsip.



PERATURAN PERUSAHAAN

Nama Ferusahaan: Fuskopkar DIY (Fusat Koperasi Karyawan) Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Hadan Hukum t 1284 c/ B.H/ X1. Tal 23 mei 1989

Al amat ¢ J1 Menukan Karangkajen 276 A. Telp (0274) 379718

PENGANTAR

Bahwa sesunggubnya tujuan diadakannya peraturan Ferusahaan
inl  adalah uwuntuk menciptakan Hubungan Kerja Yang serasi, adanya
tepastian Habk dan kKewajiban antara Fengusaha (FUSKOFKAR) dengan
Faryawan serta mengatur Tata Tertib Ferusahaan yang didasari atas
dasar Hubungan Industrial Fancasila, dimana para pihak yang
berada didalam keseluruhan Uasaha berpegang pada Tri Darma yakni
sntara pengusaba, kKaryvawan dan Femerintah tercipta :

L L O N I B C PRI IS IR (Rumengso FHandarbeni).
Mes wsza Thuat Me)itwara  dan Mempertahankan Ferusahaan ( Melu-
Hangrungt ebi) .
H
.o Do terus menerus Mawas Diri ( Mulet Sariro Angroso Wani)

Yang mengandung azas Fartnership dan Tangqung Jawab bersama untuk

memperba il i kesejahteraan KkKaryawan sesuai dengan kemampuan
perusahaan untuk  menjaga keselamatan dan kelangsunqan serta
pEngembanagan Ferusahaan dan sejalan dengan Fembangunan Bangsa

Indonesia |

Feoratiogan Ferusahaan "FLUSEOFKAR" ini berlandaskan uu
Ferburuhandan Feraturan Menteri dan kKetentuan Femerintah yang
berlatwu,

Feraturan Ferusahaen ini masa berlaku 2 (dua) tahun mulai tanggal

1 July 1996 s/d 20 juni 1998 .

AR IR
AN




PENGANTAR o e i
PAFTARISY ii
BAB 1 FENDAHULUAN SN SO 1
- Pssal 1 "PUSKOESESEI A S P N DN N .., 2
BAB L1 HUBUNGAN KERJA ........................... ... ... 2
-~ Pasal 2 Penerimaan EEEEET .. ... ... ... T e TR - 2
- Pasal 3 Masa Percobaan ....................... . ... " o0 3
- Pasal 4 Pengangkatan Tenaga Kerja, Kenaikan Golongan/Skala

dan A . . i A 3
-~ cfasal 5 Pemutusan Hubungan Kerja ..................... ... ... A 3
- Pasal 6 Pesangon, Jasa dan Penghargaan .................... . L]
DAR TRSEEGEREFAN e 6
CrasENERN / Upah ... 6
- Patal 8 Gaji/Upah Pada Waktu Sakit .................... . .. . 8
- Pasgl SRR Lembur ... 0 e 8
BAB IV JAMINAN 30STAL / KESEJAHTERAAN ................... . ... 7
- Pasal 10 Pengobatan ......... ... ... .. v 7
- Pasal 12 Paknian Revda . oo 7
BAB V WARTU KERJA DAN WAKTU L Y 8
- Pusal 13 Waktu SR DL O IRRRE S S—— 8
- Pasal 14 AR N TI R N i e—— 8
~ Pasal 15 Hak-hak Karyawati atas Cuti Hamil, Gugur Kandungan -

dan Cuti Nilegd®”- . ... U gt 8
- Pasal 18 Dispensasi Heninggalkan Pekerjaan ................ .. 9
BAB VI LAIN-LAIN .................. ... .. ... T 9_
- Pasal 17 Tunjangan Hari Rava ... 8
- Pasal 18 Sisa Hasil Usaha ... o 9
BAB VIL ..o ]
- Pasal 19 Tata Tertib Karyawan Puskopkar ..................... 9
= Pasal 20 sanESi - S&ngsi .------aauco-n-onqu--qo--oou-on-oo-- 10

LAMPIRAN




FERATIIRAN PIFERUSAMHAAN
PUSAT KOPERAST KARYAWAN DAERAH TSTINEWA YOGYARARTA
"PUSROPRAR-DFY™

BAB I
PENDANULUAN

Dengan rahmad Tulian Yang Maha Esa,

Atas terjalinnya hubungan antara Karyaran sebagai penerima kerja
dengan "PUSKOPKAR-DIY" sebagai pemberi kerja dalam merujudkan
tingkat kesejahteraan dan guna menjaga hak dan kerajiban, maszng*
nasing pihak diperlukan adanya suatu PERATURAN PBRU&AHAAN} Pusat
Roperasi Karyawan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibuatnya PERATURAN PERUSANAAN dikandung maksud untuk memeliharsa
hubungan kerja yang baik dan dinamis antara Karyawan dengan "PUSKOP-
KAR-DIY" supaya tercipta kelangsungan berusaha dan bekerja.

Don  PERATURAN PERUSAHAAN ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi
KRaryasan dan "PUSROPRKAR-DIY" yang berisikan tentang hak dan
kewnjiban masing-mas ing pilhak.

Yang walaupun antara penerima kerja dalam hal ini adalah Karyawan
dengan pemberi kerja yakni "PUSKOPEAR-DIY" adalah berbeda, namun
pada hakekatnya sebagai manusia adalah sana, yakni :

1. sebagai makhluk Tuhan,

2. sebagai makhluk Individu,

3. Secbagai makhluk Sosial, dengan kesamaan hak dan kewajiban bila
disatukan dalam satu tujuan untuk mencapai sasaran dengan dijiwai

nilai kemanusiaan yang kedua~duanya saling membutuhkan dan saling
bantu-membanty sesuni kemampuan.

Adalah merupakan kewajihan bersama dengan saling bahu-membahu untuk

memenuhi lerciptanya iklim kerja sama yang harmonis antara Karyawan
dengar Pengurus dan antara Raryawan sesama Karyawan itu sendiri.

Oleh  karenn ilu dibuatlah suatu PERATURAN PERUSAIHAAN  ynng ais !]_ .

sebagai berikut : 55?

i



Pgsal 1
PUSROPKAR DTIY

PUSKOPKAR : Pusat Roperasi Raryawan vang bergerak dJdalam usaha
bersama yuny nnggotanys adalah Primer Koperasi Karyawan di
Yogynkartn yung tercatat pada buku anggota dan menyetujui
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskopkar D I Y yang
berlaku.

PENGURUS PUSKOPKAR DIY : Orang yang duduk dalanm Kepengurusan
PUSROPKAR yang dipilih dari anggota pada waktu Rapat . Anggota
Untuk mengelola segala kegiatan usaha di Puskopkar DIY.

PERUSAHAAN : Segsla kegiatan ,Aktzv:tas Pbskﬁfkar dalan segala
Beet i S 4
unit vusaha untuk mendapatkan provrit m lzn gkungan anggota

maupun kepads pihak ke 9 (tiga) sesuvai dengan UU no. 25 tahun
1992.

PENGUSAHA : Pengurus atsu orang yang ditunjuk yang nengalankan
Kegiatan Perusahaan Puskopkar .

KARYAWAN PUSROPRKAR DIY - Seseorang yang bekerja di Puskopkar
dan mendapatkan upah berdasar ketentuan yang berlaku.

a. Karyawan tetap : Karyawan yang telah diangkat berdasar Surat
Keputusan Pengurus/SK sebagai karyawman tetap.

b. Karyawan honorer: Seseorang yang diperbantukan sebagai karya-
wan  dengan status tidak tetap dan penerimann upahnya diatur
dalam perjanjisn tersendiri/terbatas. Dikarenakan yang ber-

sangkutan mempunyaij ikatan/dinas di instansi lain atau faktor
~ faktor lain.

KELUARGA RARYAWAN Seorang Istri/Suami yang sah, Anak Kandung,

Anak Tiri J/ Anak angkat yang telah disahkan menurut hukum dan
didaftarkan / cdjcatatkan di Puskopkar NIY.

GAJI / UPAH : Imbalan Jasa yang diberikan oleh Puskopkar kepada
karyawan untuk suaty pekerjaan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan dinyatakan atauy dinilai dalam bentuk vang , bern ey E:W
tunjangan baik untuk karyawan sendiri maupun untuk kelu
dan diterimakan secara tetap. f?§?

£

aya ¢
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a. Upah minimal : llpah Pokok ditaembaeh tunjangan tetap. tidak
termasuk tunjangan yang bersifat perangsang’
Iinsentlf atau uang trarnsport minimsl sesual
peraturan pemerintah yang berlaku.

b. Upah pokok : Upah yang ada pada dafter tabel yang berlaku
dl puskopkar.

¢. Upah Biass : Upah pokok ditambah dengan tunjangan fungsional
./ Jabatan.

d. Upah Penuh : Upah pokok ditambah tunjangan tetap.
TUNJANGAN TETAP KARYAWAN.

Tunjangan Jabatan/fungsional : Tunjangan yang diberikan kepada
karyawan berdasar Jabatan dalam tugas dan tangsgungiewabnya.

Tunjangan Makan : Usng Makan yang diberikan kepada karyawan yang
nilal perharinva telah ditentukan dalam peraturan ini dan perhi-
tungannya berdasar harl kerja resmi.

TunJangan Keluarga : Berdasarkan Jumlah kel uarga maksimal 2
(dua) anak yang terdaftar di Puskopkar dan umur anak maksimal 18
(delapan belas) tahun dan masih menjadi tenggungan karyawan yang
bersangkutan, dan belum berkeluarga.

INSENTI bﬁfr : Tundangan tidak tetap sebagai berangseng kerja yang
diberikan kepada karyawan nilainya berdasar golongan/Jjabatan jyang
telah ditetapkan dalam peraturan ini dan perhitungannya berkaitan
dengan harl masuk kerJja maupun disiplin karyawan.

EBAB II
HUBUNGAN KERJA n

Pasal 2
PENERIMAAN KARYAWAN

Penerimaan Karyawan/Tenaga KerJja dilaksanakan dengan rergyaratan
vang telah dlitentukan berdasar kebutuhan dan kepentingan Usaha
Suskopkar

Syarat calon tenaga kerja Puskopkar adalah :

!

W

Warga negara Indonesia

Rertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehat Jasmani dan Rohani yeng dituktikan dengan Surat Kete~
rangan Dokter.

Berxelakuan Baik yang dibuktikan dengan Surat Keteranga
Kepolislan ./ SKXB. ¥

Syarat-syarat lain yang di tentukan oleh Pengurus Puskopjr’é'r DIY.

Y

[§V]
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&
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Pasal 3. ‘

MASA PERCOBAAN
setiap C(Calon Karyawan sebelum diangket harus melalui masae
percobaan  Paling lama 2 (tiga) bulan dan dalam mpasa percobaan

akan diberikan Imbalan sebesar 80 ¥ dari Gadi pokok swwath
.besarnya sesuai UMR yang berlaku. —

Dalam masa percobaan calon karyawan tidak mendapatkan preng-
gantlian pengobatan dan tunjtangan-tunjangen lain.

Apablla tidak masuk kerja 6 (enam) harl berturut-turut tanpa

alasan yang bisa dipertanggungjswabkan maka dinyatakan mengundur-
Jean dird.

Dalam masa percobsan Calon Karyawan dapat mengundurkan dirds
diberhentikan tanpa uang pesangon.

Pasal 4. ‘42
PENGANGKATAN TENAGA KERJA,
KENATKAN GOLONGAN/SEALA DAN ALIH TUGAS.

Calon  Karyawan yang telah menjalani percobaan dengan balk akan

dlangkat mendadl Karyawan tetap dengan Surat Keputusan Pengurus
Puskopkar.

') Kenalkan Jabatan / Golongan seseorang karyawan ditentukan oleh
bPengurus atas dasar pertimbangan dan persyarsatan tertentu,
sesul dengan ketentuan yang berlaku.

Xenalkan Gadt  Skala diberikan 2 (dua) tahun sekall, apabila
memenuhd syarat kecakapan, keradinan) keJujuran & prestasd
keria.

dtas pertimbangan tertentu pengurus dapat mempercepat atau
memperlamabat kenaikan skala/GaJji seseorang karyawan.

I. Pemindshan tugas, tempat tugas dapat terjJadi dengan alasan :

- Promosi

- Penyesualan Kecakapen.
Reorganlossasi.
Hukuman.

- Atas Nasehat Dokter, mengingat kegehatannya.

Pagal 5. oy
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

’ada dasarnya Pemutusan Hubungan KerJda kepada Karyawan ﬂ meméerﬁéti—ﬁhf-

L4
L.
»t
i

tan Undang-Undang Ne 12 Tahun 1964. ™
emutusan Hubungan Kerja / PHK dapat dilakukan :

l. Dengan Hormat
2. Dengan Tidek Hormat ,
3. Scorsing / Pemberhentlian Sementara.




]
o

ad 2.

1. Pemberhentier Dengan Hormat : Dilakuken karena

1 satu

n
fy
[}
e
*S

atau lebih ssbagai berikut :
a. Meninggal Dunia,
b. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri

o. Mendadi cacat. karena kecelakaan, sehingga tidak ada lasgl
pekerJaan yang sesual baginya.

d. Tidak cakap wmelaksanakan tugas pekardaan bukan karenra
kesalahan.

e. Menderita penyakit menular dan menurut keterangan dokter
harus diisolir.

f. Keputusan pengurus atas dasar pertimbangan usaha.

g. Mencapai Usia 55 (lima puluh lima) tahun atau masa kerja 30
(tiga puluh) tahun.

h. Bagl Karyawan yang mencapal batas umur atau masa kerja
diatas dapat mengajukan permohonan kerje kembali dengan
kesepakatan , perjanjian tersendiri apabila Puskopkar DIY
masih menghendakinya. i

Pemberhentian dengan tidak Hormat, dilakukan karena satu
atau lebih dard hal-hal sebagal berikut :

-,.‘ .
( a. Herbuet curang atau merugikan Puskopkar.

S—-

b, Dihukum Qleh Pengadilan sehubungan dengan kaJahatan lang
didakvkannsa.

¢. Melanggar kekentuan tata susila dilingkungan Puskopkar
d. Melakukan kesalahan yang dianggap besar yaltu :
/?)Pencurian dan atau penggelapan, "korupsi, manipulasd.

\t
- Menarik pungutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan
Puskopkar/Pungli /kolusi untuk kepentingan pribadi.

- Penganiayaan dan atau perkelahian sesama karyvawan atau
atasannya.

- Merusakkan barang-barang Puskopkar dengan sengaja atau
dengan kecerobohan.

CE}Mémberiken keterangan palsu, menghasut.
~ Mabuk/BerJjudi ditempat/lingkungan kerja.

(f\hbnghina, memfitnah secara kasar atau mengancem seg
 karyawan atau atasannys.

- Membuka rahasia Perusahaan/Puskopkar DIy,




PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepatihan Danurejan Telepon : 562811, ( Psw.209-217)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN [/ 1ZIN

" Nomor : 070/ 6773
Ka., Prog, Magester Hulam ‘UAJ Yogyakartsg  lNo. T69/Eksf\f
Tanggal 10 Oktober 2000 Perihal: Ijin Peneliiian

Membaca Surat
Mengingat t L. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber

dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negerl,

3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana
Pemberian lzin bagi setisp Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan
Pendataan / Penelitian,

Dilzinkan kepa&a :
Dwi Edi Wibowo No. IMhs, 99.468/PS/ME

Nama :

J1. “abarsari 43 Yogyakaria

Alamat Instansl

Judul . Tanggung Jawab Koper:si Angkutan Kota
Lokasi ; Kota Yogyakaria
Waktunya ¢ Mulai pada tanggal 23=10-2000 g.d. 23-01-2001

Dengan ketentuan :

L. Terlebih dahulyu menemul/melaporkan dir Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah)
untuk mendapat petunjuk seperlunya,

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaatl ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Wallb memberi laporan hasil penelitlannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),

4. lzinini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganygu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk keperluan ilmiah,

5 Surat lzin inl dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

6.  Surat lzin ini dapat dibatalkan sewakiu-wakty apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di :  Yogyakar(a
Pada tanggal : 21 Oktober 2000

An. GUBERNUR
KEPALA DAERAII ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY,

TEMBUSAN kepada Yth. :

L. Bapak Gubernur Kepala Dicrah Istimowa Yogyakarta;
(sebagal laporan) i
2. Ka. Dit. Sospol Prapinsi DIY.

3. Walikota Yogyakarta ecq. Bappeda
4. Xa, Kanwil Dephubpar. Prop. DIY

‘(‘, .
5. Ka. DLIAT Prop. DIY - 4745 N D
6- K‘l’ic HKI Yogamta I’ & g rf == ‘_3
7+ Ka. Organda Yogyakarta T ‘_ 2
8. Ka. Program Magister Hukum UAJ Yogyakart -y
9. Pertln%l 7 La‘_\"“’(_‘}..‘_'_. ﬁ}lj
g



arl 1. Pemherhentian sementara/Scorsing dilakukan karena salah
wulu o ntau lebih dari hal-hal sebagai berikut

a. Melanggsar Tata Tertib Kerja dan pernah diperingatkan
sampai 2 (dus) kali secara tertulls,
Peringatan tertulis dapat diberikan karena Mangkir 3
(tin) hari dalam | (satu) bulan.

b. Disangka melakukan rerbuatan tercela atau kecurangan
dan dalam pengusutan vang berwajib.
Gail dslam pemberhentisgn sementara 50 X dari gaji
prokolk.

Apabiln setolah reringatan tertulis ke 2 atauvu scorsing masih mengu -
langi lagi. maka Jdapat dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Rerja.
Selama scorsing karyawvan yang bersangkutan tetap melaksanakan absen
pada masuk  kerjia  (Pukul - 08.00) apabils selams scorsing tidak
melaksanakan absen selama 3 (tiga) kali dinyatakan mengundurkan
diris.

Pasal 6
PRSANGON,, JASA & PENGHARGAAN .

Fesangon, Jasea, Penghargaan dapat diberikan kepada Karyawan yang
diberhentikan dengan hormat, besarnya sesvaij dengan ketentuvan Peme-
rintah sebagai berikut Permen O03/HEN/96

"1
I Posnmgton

a. Masa Kerja Kurang dari 1 tshun mendapat resangon 1 bulan gaji.

b. Hasa kerja 1 tahun atsu kurang dari Z;ighuq;penqapat,f e

2 bulan gaji. N I I3
C ' s ﬂiJ:.”Hd l
¢. Hasa kerja 2 tahun atau kurang.darjm3ita4y A)y
3 bulan gaji. L pAReL RO EOIE
) D 3 " .} .‘f } ;-‘. I ,!.!. ;cx ‘!!3_&
d. Masa Kerja 3 tahun atau lebih, kurangldari’ |Bendapatiy f
pesangon 4 bulan gaji. 2 : HWF&TH&W,H 1
Ay, W

1. h
e. Hasa kerja 4 tshun atau lebih, mendapat pesangon 5 bulan #ajil

2. Jasa. )

a. i1asa kerja 5 tahun atau kurang dari 10 tahun mendapat jasa 2
hulan pgaji. ’

b. Masa Kerja 10 tahun atau kurang dari 15 tahun mendapat jasa §

bulan gaji.

Musn Kerda 15 tahun atau kurang dari 20 tahun mendapat jasa 4

bulan gaji.

d. Masa Keria 20 tahun atav kurang dari 25 tahun mendapat jasa &
bulan gaji.

e. Mass Kerjs 25 tahun stau lebih mendapat Jasa 8 bulan gajl,

2R T N
i . ’ , , . ":’\'E 1¢ O
T Ragi Kuryvawun yung diberhentikan denga hormat atas permghﬁaan'” ”g?\
sendir) diberi uang palimirmo 25 X dar; ketentuan ayat 1 dan:2. A\
.. ol
5 \ K R
o

S J



BAB IITI .
PENGUPAHAN !

Pasal 7
GAJI , UPAH

Pengupahanr yeng berlaku di Puskopkar DIY adalah sistem

tea
L
bo,
‘o n
© o
°®

LN}

Tinggi rendahnya gajiUpah ditentukean cleh Goleongan/Jabatan. yang
telah ditentukan dalam tabel ZaJl yvang berleku.
Upzh Miniwue d{ Ps<in:hzan bardsserken Porundangan yeng berlaku tentang

Vetelapan Upak Ainiwmi: Kaglenal Ai Dasrgh Istinove Yogyakarta,
Pagal 8
GAJI , UPAH PADA WARTU SARIT -

Karyawan yang sakit dan menurut keterangan dokter tidak dapat
melakukan kewajlbannyva sempai berbulan-bulan, diberikan gajl / upah
sebagal berikut :

bulan pertama bulan ketiga diberikan 100 %.

s.d.
Bulan ke empat s.d. bulan ke enam diberikan 75 X.
Bulan ke tujuh s.d. bulan kesemblilan diberikean 50 %
Bulan kesepuluh =a.d. bulan keduabelas diberikan 25 X.

AP~

Apablila dalam batas waktu pemberian upah tsb diatas belum Juga
seambuh. maka akan dibicarakan antara karvawan yang barsangkutan
dengan pongures Puskopkar DIY.

Pasal 9
UPAH LEMBUR '

1. Kerda Lembur : Pekerjaan yang dilakukan setelah bekerja melebihl
7 Ctuduh) Jam kerda dalam sehari dan 40 (empat pulih ) Jam
kerja dalam seminggu. A g

N

Kerja lembur hanya dapat dikerjakan dalam lingkungan Puskopkar
dan harus mendapat izin terleblh dahulu dari pimpinan/Pensurus.

Lembur dilvar kantor Puskopkar hanya dapat dilakukan atas
peridntah / i1zin khusus dari fengurus,

3.Perhitungan lembur

8. Jam pertama 150% dari upah perJjam, gselanjutnya 200% dari upah
kerdam, Pada hari biasa.

b. Apabila %etja lembur dilakukan pada had istirahat mingguan atau. Hari o * ). :a*

-y RayaResai: Lot e

\';‘.CJ"{_ :
R S T FRRRDENCT TS ‘o . g
! Lo Untuk setisp jsm dalam batas 7 (tujuh) jam atay S jam apabila hari '
L \ fays tessebut jaiuh pada harl kerjn terpendek padit salah satu haei dalatn. 1

5 hisi kerja s¢mingpu, harus dibayar upah sedikit-dikitnya 2 (duz) kali’
-tpah se;an, : ’

(c(l'-ﬁt -

| VP

w

2. ‘Qn:uk Jam kerjr rettama ztbehibhnya 7 (tojuh) jam gezu § Qisna) jam apa-
Oila hari teisebat Sutyly pada Bard tevpendek pada wlah $atu hagi dalam 6
hiri <etja sernis. e harus divayar cpah scbcs_gr‘ 3 (tiga) kali upah sejam,

3. Univk am kern xeduz scielal 7 (wjuh) jam atau § (lina? jaie Lpabile
hasi raya terselast jatuh pads harj kerja- terpendek fada ‘salah saty hari

iz € hari L iy stmingey dan scterusnya, Jibayay upah sebzsae 4 (em.
vyt [T P .




.BAB IV
JAHINAN SOSIAL / RESEJAHTERAAN ~
Pasal 10
PENGOBATAN

!. Sesuali dengan UU No. 3 tahun 1993 maka semua Karyawan fTetap akan
diikuthkan dalam program ASTEK.

2. Bagi karyawan ynng sakit dapat berobat pada dokter umum dengan
bliaya penggantian maksimal Rp 10.000, - perbulan , dengan
memberikan bukti kwitansi dokter. (selama belum ikut dalanm
hepesertdan Jamsostek)

3. Karyawan yang sakit dan harus dirawat dirumah sakit, akan
diberikan fenggantian perawatan & pengobatan maksimal Rp

_100.000,-  (seratus ribu rupiah). (selama belum ikut kepesertaan
Jamsostek) '
Pasal 11

BANTUAN SOSTIAL ¢

L. Sunbnngnn Keaoul ion.

. Kuvysnwun Meningyal _Dunin  mencdapat ban tuan Rp 100. 000,_:
(Seratus ribu rupiah), Selain ity semua haknya akan diberikan
kepada ahli warisnya.

b Suami/lstri, anak yang menjadi tanggungannya yang terdaftar di
L LU 2

Puskorkar  vang “meninggal maka akan mendapatkan  bantuan
B 50 (M. - ¢ lima ruluih ribu rupiah).

2. Sumbangan Perknwinnn.

———— e - —

drka Kuaryawan melangsungkan perkawinan yang pertama kali, maka
nANL mendapat bhantonn sehesar Rp 50.000,-  (¢limn pulub riby
rupiah ). - .

S Sunbangan Khitanran.

Jika Karyawan menghitankan anaknya yang terdaftar Pushkopkar maka
akan nendapat bantuan Rp 50.000, -
Pidie 0 —

4. Sumbnngnn Kelshirsn.

Karvawan wanita dan atau istrj karvawan melahirkan akan mendapat
bantvan Fp 100.000.~ maksimal anak ke 2 (dua). :

Pasal 12
PARATAN RERJA -4
Pakaian Kerja Karyawan diberikan setahun dua kali, pelaksaﬁga#
rada bulan Jsnuari dan Bulan Julj. Jenis dan nilainya g
keputusan pengurus yang akan menentukan. //§'
@
[a e
.{:{ L
7 \ X
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BAB V
WAETU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

Pasal 13
WAKTU KERJA

Jaw RKeeda paltu v ceuJul) Jag sehard atau 40 Jam semingsu  dan
pelaksenaanava sebagal berikut

J. KARYAWAN KANTOR.

Hari senen s/d kemis jam 08.00 s/d Jam 15.30 istirahat 1/2 Jam.
Jumat Jam 08.00 s/d Jjem 15.30 Istirahat 1/2 Jam.
Sabtu Jam 08.00 s/d Jam 13.00 Tanpa lstirahat.

Jam istirahat senen s/d kamis Jam 12.00 s/d 12. 30
Jam Istirahat hari Jumat Jam 12.00 s/d 12.30 bagl yang ibadah’
sholat Jumat ditambah dispensasi 30 menit.

[V

KARYAWAN LAPANGAN/ OPERASIONAL. 9 oo ¥
Latuk Karyawan LAPANGAN Karyawan Terminal. Satpam dan Scurity
+and Jam kerda diatur tersendird menyesuallkan di lapangan.

Pasgal 14
WAKTU ISTIRAHAT 4

1. Hari Libur Naesional.

3

Karyawan yang tlidak terputus-putus selama I tahun berhak
mendapatkan cut! tahunan selama 12 hari Kerda dan prengambllan
cutinya tetap dianggap masuk sesual hak-haknya.

3. Pensurus Puskopkar berhak untuk mengatur waktu pengamhllan
cutinya agar tidak mengganggu pekerJjaan.

4. Cuti tahunan yang tildek diambil akan hilang dan tidek dapat
diganti hak cutl tahunan berikutnya.

Pasal 15
HAK-HAR KARYAWATI ATAS CUTI HAMIL
GUGUR KANDUNGAN DAN CUTI HAID

1, gggg_mﬁ@gggkxgm 172 bulen sebelum melahirkan dan 1 172 bulan
setelah melahirkan™ - T

N

Karyawat! dapat meaggunakan cutl hald dengan menundukkan 33;&?Fs>\\
keterangan cokter. V\?W“““in\
.

fod
LFT -
;
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s
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: Pasal 16
DISPENSAST MENYWCGHLAKAN.REKERJAAN
Perkawinan sendiri 2 (dua) hari
Perkawinan anak 2 (due)}) hary
Istri melahi rkan/gugur kandungan 1 (dua) hart
Kematisn 1 tril/suaml /anak 2 (dua) hary

Kematian saudara kendung/orang tua/mertua 2 (dua) hari
Khitanan anak kandung 1 (satu) hari
BAB VI
LAIN - LAIN
Pagal 17

TUNJANGAN HARI RAYA

Tunjangan Hari Rara diberikan kepada Karyawan sebesar 1 (sa tu)
kall ga,iy dniwmmg . Jan A berikan maksimal Semingsu sebelun Harj Rayra
Jdhul Fierg. Sesusi PER.04/KEN/1 994,

Pasal 18
SISA HASIL USAHA

Sisa Hasil Usaha ekan diberikan verdasar Anggaran Dagar dan Angsga-
ran Rumah Tangga Puskopkar.

N
.

BAB VIT

Pasal 19
TATA TERTIB KARYAWAN PUSKOPRAR

Untukx meningkq tkan FProduktivy tas, maka Semua karyawan harus
digiplin '+ memperhatikan dan mematuhl semua beraturan dd

Perusahaan Seécara baik dan dengan rasa benuh tanggung Jawah
balilk langaung maupun tidak langsung.

Semua k.sryawanp harus saling hormat menghormsaty saling toleransi,
menjaga ketentraman kerija dan lain lajin.

Semua Karyawan harus mentas t1 peraturan dan melaksanakan tata-
tertib

q. Setlap karyawan harus mentaa t1 peraturan pPengunuman 7 Pemberd -
tahuan vang dike] varkan oleh Pengurus Puskopkar .

b. Setliap Kazsawan harus nendJuniung tiggl dan mendJaga nama .;:blé?%rf-‘?-\

Puskopkar dan dilarang membocorkan rahasi & perusahaan v dan
neruglkan ;"‘.?2'115.21)18\.‘!!7. oy -
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c. Tanpa sellin Pepgurus atau yarg diberl wews2nang . karyawan
A - mengadakan  reapat.spertemuan. menyebarkansmengedarkan famlat
rang bersifat propagands. dilingkungan puskopker DIY.

2

Setiap karyawan tidak diperkenankan berada diruang/ditempat
lain/tempat kerdjanya kecusali untuk menJalankan tugas.

. Diwaktu dinan kerda setiap karsawan wajlb  memakal pakalan
soragan kerja

f. Setiap Keryvawan Harus sudah da tang ditempat Kerda & (lima)
nenlt sebelum Jam kerda mulad.

Pada waktu Jam kerja, karyawan tidak diperkenankan meninggalkan
ruangan / tempat kerja masing-masing kecuald :

- ke Kamar kecil

- Menialankan 1ibadah

- Menemul tamu dengan ketentuan telah mendapatkan 1jin atasannya.

Karyawan yang atan meninggalkan tugas / pekerjaen sebelum Jam
kerja. terlebih dshulu harus mendapatkan 1ijin tertulis dari
Fengurus 7 atau yang ditunjuk.

Karyawan Yang tildak masuk kerda diatur sbbh:

a. Tidak Masuk kerjda karena sakit
kFeterangan dokter.

, harus dengan surat

b. Tidak masuk kerja kerena kepentingan mendesak /7 bukan sakit
harus dengan surat ramit.

¢. Karyawan yang mengambil hak cutinya, 3 (tiga) hari sebelunnya
harus mengagukan permohonan kepada atasannya masing.

Karyawan yvang melanggar ./ menyalahi peraturan

tate tertib tersebut diatas akan dikenakan sangsi antara lain:
Teguran. Peringatan tertulls, Skoresing dan atau diberhentlikan
dengan tidsak hormat.

Pasal 20
Sangsi-Sangsi

Karyawan yang datang terlambat, mendahulul pulang Penerimaan
transport/insentif, tiap bulan dipotong 5% setiap Jamnyas.

dpabila dalam satu bulan Jualah keterlambatan pulang mendahulul
abih 10 Jam. transport/insentiv hapus.

Bagi karyawen yang tidak masuk kerja dengan alasan apapun tidak
ddberikan vang tranaport/!nsent{jﬁ)kaauali ambil eutd tahunaen.

.‘:..‘-,;:'. ..
PRy

. s el R T _I" .':‘\'..
Karyawan yang tidsk masuk kerda tanpa surat keterangan “tertulis- ™

skan diperhitungkan cuti tahunan dan atauy mendapatkapfperinse-
tan tertulis T
10 -b‘
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Karyewan tidek omesuvk kerja lebih 6 hari berturut-turut tanpa
memberikan surat keterangan, maka karyewan dinyateian mengundur-
kan diri sebagsal karyvawen Puskopkar.

Keryvawan yang datang kerja terlambst , selama 3 (tiga) kall dalam
satu bulan maka akan mendapatkan peringatan tertulis.

BAB VIII
TATACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apablila terdadl/timbul sesuatu masalah segera diselesalkan rada
pengurus ’

Apabila penyelesalan kedua belah pihak tidak dapat dicapal
maka selanjutnya akan diselesaikan melalul Kantor Departemen
Tenaga KerJa Xodya Yogyakarta.

BAB IX
PENUTUP

Dengan adanya peo:-turan Karyawan pussat Koperasi karyawan ini maka
semua ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Puskopkar inil, maka
akarn disusulkan sebagai peraturan tambahan.

Peraturan Inl berlaku seJak diumumkan pada karirawan Puskopkar.

Dengan adanya reraturan 1nl maka reraturan sebelumnya tidak
berlaku lagil

Poraturan ini verlaku 2 (dua) tehun sejak disyahkan Kandepnaker,
Yogvakarts, < - 1996

PENGURUS,
PUSAT KOFERASI KARYAWAN

PROPINSI D.I.YOGY. :
égﬁ%?”?zk /CZ/////:;;;
HM. HISBAN HAMID - Ketua I T Ml ) —
Ve 7

TARYOTO, SH Ketua IT JTEs o

SUDRAJAD Ketua III 3 ﬁ%?‘,—?y“‘
— P

SUGENG SISWOWADIYANTO  Sekretaris I MWM»\

SUMADTI Sekretaris IT

BUDI HARTONO. B.Sc. Bendahara I

YUSRON EFFENDI Bendahara II

11



PUSAT KOPERASI KARYAWAN
PUSKOPKAR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SYSTEM PENGGAJIAN KARYAWAN

- - ———— —— t— - - o > o ——— - o ———

L L T T T I T I e T N T T T T s e e - Tt o e G P e s e e s Gt = S St —— —— . S = — - - .
e i LR IR e G oo ot e e o anshundbas ot fnsdtedioydiemnfenbrargidbendind

20 GOLONGAN 1 ! GOLONGAN 2 i GOLONGAN 3 :
emo SKALA 16 A J 1 ISKALA (G A J T ISKALA 1GAJI |

o I-€~~%57555-5-"ITI"§—-—;;:555-€- 1.2 1 84,000 {

2 1.025 | 71,750 11.125 i 78,750 E 1.225 E 85,750 {

4 1.05 ; 73,500 | 1.15 { ~ 80,500 é 1.25 { 87,500 {

§ 1.075 i 75,250 1.175 ;82,250 é 1.275 { 89,250 €

8 1.1 {77,000 g 1.2 é 84,000 { 1.3 é 91,000 i

10 1.125 | 78,750 51.225 i 85,750 { 1.325 é 92,750 é

12 1.15 | 80,500 P25 i 87,500 { 1.35 { 94,500 {

14 1.175 | 82,250 114275 E 89,250 € 1.375 E 96,250 i

16 1.2 é 84,000 | 1.3 E 91,000 g 1.4 { 98,000 E

18 1.225 é 85,750 §1.325 g 92,750 { 1.425 g 99,750 {

20  1.25 i 87,500 f 1.35 { 94,500 { 1.45 g 101,500 §

22 1.275 g 89,250 11.375 g 96,250 € 1.475 { 103, 250 €

24 1.3 91,000 E 1.4 é 98,000 { 1.5 E 105,000 {

26 1.925 | 92,750 1.425 f 99,750 { 1.525 é 106,750 g

28  1.35 é 94,500 g 1.45 E 101,500 { 1.55 g 108,500 i

30 1.375 f 96,250 51 475 i 103, 250 E 1.575 i 110, 250 E

56§3—§5§8556§5E;325—%655---1§§§§5£5§?§§K§§55§5~?---_Ggﬁé—ﬁxﬁﬂﬁ """"""

PELAKSANA 0 i 1 60 PERHARI | 18,750 DERBULAN

KAST 5,000 | : :

KA .URS 10,000 ! 2! 1,000, PERHARI | 18,750 PERBULAN

KABAG 15,000 | : :

MANAGER 20,000 1 .8t ___ 1,500 PERHARI ! 16,750 PERBULAN

TUNJANGAN KELUARGA ]

==s=sszrzzzzsssssssssmozzosssmssssssssseszoosssssbossmmseze A L
TIDAK KAWTN ¢ TK ) 5,000 { "
KAWIN ¢ K ) 7,500 ; {;i
KAWIN ANAK 1 ( K1) 10,000 g \qqﬁg ;

__________ KAWIN ANAK 2 ( K2) 12,500 ! Tl

o e o -

=== - L S o S E s S s e e ot e e e e i o et o o s e o e e e o |
I e e e e e e PP P P



Menimbang

Mengingat

PUNAMA S TR in e e s s e e

' $EPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAMRI

- - b e S St - = . D T GG S MR D G G S G G B0 D GS G W WO N S wb e

NCMOR : $K.236/HK.703/DAMRI-1993

TENTANG
|

PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI PERUM DAMRL

;n

(28]

wn

- . s e e e - IS SED SN WS D R D SV GRS I M G S

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM .DAMRI

: 1

i
bahwa dalam rangka pembinaan pegawai untuk menja

min terpeliharanya tata- tertib serta kelancaran.

pelaksanaan tugas, .perlu ditetapkan Peraturan

Disiplin Pegawai dilingkungan PERUSAHAAN.UMUM.
.DAMR]I sebagai pelaksan%an Keputusan Menteri Per-. .
hubungan Nomor . 79/KP,006/Phb~ -84 anggal_'

14 April 1984;

bahwa sehubungan dengan:hal tersebut pada * huruf

a , dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan
Direksi yang mengatur tentang Peraturan Disiplin
Pegawai PERUSAHAAN UMUM DAMRI.

.

Undang Undang Nomor : S8 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawali,
Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1983

tentang Tata Cara Pembinaan dan Pangawasan
Perusahaan Jawatan (PERJAN),Perusahaan Umum
(PERUM) dan Perusahaan Persero (PERSERO). '
Peraturan Pemerintan Nomor : 31 Tahun 1984
tentang PERUSAHAAN UMUM DAMRI,

Keputusan Presiden R [ Nomor : 315/M Tahun 1991
tentang Pengangkatan Direksi PERUSAHAAN UMUM
DAMRI, .
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 79/KP.
.006/Phb-84 tentang Pokok Pokok Pembinaan

KKepegawaian Ferusahaan. Umum dilingkungan
Departemen Perhubungan, )
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : .190/KP.

401/Phb-85 tentang Pengangkatan dalam Pangkat
Fegawai Perusahaan Umum dilingkungan Departemen
Perbubungan. .
{eputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.191/KP.
208/Phb-85 tentang Peraturan Galji Pegawal
Perusahaan Umum dilingkungan Departemen
Perhubungan, '



Mengingat
pula

Menetapkan

-y

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KM.7/HK.602
/Phb-88 tentang Organisasi dan Tata Kerja
PERUSAHAAN UMUM DAMRI,

Peraturan Dinas .P.N. DAMRI Nomor:001 Tahud 1980
tentang Tugas dan Kewajiban Pemangku- Kuasa Admi-
nistrasi (PXA) dan Pemangku Kuasa Komtabel (PKK).
Peraturan Dinas P.N. DAMRI Nomor :01 Tahun 1981
tentang Ketentuan dan Peturijuk Pembinaan Satuan
Pengaman serta Tugas,Fungsi,Peranan dan Tanggung
jawab. , : } '
Peraturan Dinas PERUM DAMRI, Nomor :04 Tahun 1984
tentang Tugas Kewajiban Penmbantu Pengemudi.
Peraturan Dinas PERUM DAMRI Nomor :05 Tahun 1984
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PERUM
DAMRI, . . '

Peraturan Dinas PERUM DAMRI Nomor :01 Tahun 1986
tentang Tugas dan Kewajiban Para Pemeriksa
Angkutan.

Keputusan -Dirgksi PERUM DAMRI Nomor:KD.66/0T.103
/DAMRI-1987 tentang Tata. Cara Menjalankan Peker-
jaan Direksi PERUM DAMRI.

MEMUTUSEKAHN : ;

e o oh - — - e - - ——

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM DAMRI TENTANG PERATURAN
DISIPLIN PEGAWA] PERUSAHAAN UMUM DAMRI.

, |
(22 '
KETE UMUM .

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

T

N e O~

Perusahaan adalah PERUSAHAAN UMUM DAMRI.
Direksi adalah Direksi PERUSAHAAN UMUM DAMRI.
Pegawai adalah Pegawai PERUSAHAAN UMUM DAMRI
yang terdiri dari : .

Calon Pegawai Perusahaan, §ZL.

Pegawai tetap Perusahaan,

Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan,
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan,
Anggota ABRI yang ditugas karyakan,
Pegawai Bulanan disamping Pensiun,dan
Pegawai Kontrak Perusahaan/Harian.



m.

Disiplin adalah suatu ketaatan/kepatuhan untuk
me lakukan ketentuan/peraturan yang berlaku.
Pelanggaran disiplin‘adalah setiap ucapan,tuli.
san tulisan atau perbuatan yang dilakukan oleh
pegawai PERUM DAMRI yang melanggar Peraturan
Disiplin Pegawai PERUM. DAMRI baik yang dxlakukan.

‘didalam maupun diluar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada pegawai PERUM DAMRI karena melanggar
Peraturan Dlsxplxn Pegawai;PBRUM DAMRI .

PeJabat yang berwenang menghukum adalah pejabat
vang diberi ', wewenang menjatuhkan hukuman
disxplln pegawai PERUM DAMRI. :

. .Atasanl ' pejabat yang berwenang menghukum adalah

atasan langsung dari pejabat yang berwenang.
menghukum.

Peraturan .Dinas adalah peraturan yang ditetapkan
oleh Dirdksi, PERUM DAMRI mengenai atau yang
ada hubungannya dengan kedinasan. :

. :Pemberhentian sementara ( Schorsing ) 'adalah

hukuman yang ada hubungannya. dengan tindak

pidana seperti o

1. Dikenakan tahanan oleh yang berwajib,

2. Melakukan Qerbuatan yang merugikan Perusahaan
baik material atau nama baik Perusahaan.

Tidak operasi adalahi hukuman terhadap awak bus
yang ada hubungannya dengan pengoperasian bus.
Mangkir adalah tidak masuk bekerja tanpa ada
alasan yang syah menurut ketentuan Perusahaan.
Urusan Polisi adalah urusan awak bus yang ada
sangkut pautnya dengan pelanggaran lalu lintas

-diluar tindak pidana.

Petugas lapangan adalah pegawai yang tugasnya
berhubungan langsung.dengan kegiatan pengopera-
sian bus terdiri :

1. Pengemudi,

2. Kondektur,

3. Pembantu Pengemudi,

4. Pengamat Pemeriksa Angkutan.

5. Timer,

6. SATPAM,dan .
7. '

Mekanik/Teknik.

Bukan petugas lapangan adalah.pegawai yang tidak
termasuk dalam kelompok petugas lapangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf (n). .



1 .~ BAB II .
MAKSUD DAN ‘TUJUAN HUKUMAN -DISIPLIN - e

ol ] Pasal 2

Maksud dan.tuguan hukuman disiplin adalah :

(1).

(2).

Setzap hukuman dxs1pl1n yang dijatuhkan kepada pegawai pada
dasarnya dimaksudkan untuk mendidik agar yang bersangkutan
dapat 'memperbaiki diri dan meningkatkan prestasi kerjanya
untulk kepentingan Pekusahaan dan Pemerintah.

Hukuman disiplin yang dikenakan kepada pegawai vang

melanggar disiplin dan aturan kedinasan bertujuan untuk :

a. Menjaga tetap ‘terpelihara dan ditingkatkannya dlSlplln
" serta tata tertib dilingkungan PERUSAHAAN UMUM DAMRI.

b. Menimbulkan rasa penyesalan bagi pegawai yang melakukan
pelanggaran sehxngga tidak melakukan pelanggaran lagi
dikemudian hari. - i

c. Keputusan hukuman disiplin bagi seseorang yvyang melanggar
merupaken peringatan bagi yang lain untuk tidak melaku
kan pelenggeran disiplin yang secrupa.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
KEWAJIBAN PEGAWAI PERUM DAMRI

Pasal 3

Setiap Pegawai PERUM DAMRI wajib :

a. Setia-dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

b. Mengutamakan Kepentingan Negara, Perusahaan diatas
kepentingan pribadi atau golongan.

c. Menjunjung ‘'tinggi kehormatan dan martabat Negara,
Pemerintah dan Perusahaan. )
d. Mentaati segala peraturan perundang—undangan dan

peraturan kedinasan yang berlaku.

e. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawa1 Perusahaan
dan sumpah/janji jabatan berdasarkan Peraturan perundang
undangan yang berlaku.

[. Menyimpan rahasia Negara / Perusahaan dan atau rahasia
jabatan dengan sebaik - baiknya.

g. Memperhatikan dan me laksanakan segala Ketentuan
Pemerintah dan Perusahaan baik yang langsung menyangkut
tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
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i, .
Me laksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan
penth pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
BeKer'ja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat
untuk kepentirgan Negara dan Perusahaan.
Memelihara dan .meningkatkan keutuhan, kekompakkan,
persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Republik Indonesia.
Hormat menghormati antara sesama warganegara/pegawa1
Perusahaan pemeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, yang berlainan.
Berpakaian setagam dinas rapih dengan tanda pengenal dan
atribut lain sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
Mentaati ketentuan jam kerja .yang berlaku dan mengisi
daftar hadir/Absensi.’
Menciptakan dan memeliihara suasana kerja yang ba\k
Menggunakan dan memelihara barang-barang m{lik ‘Negara
dan Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
Segera melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui
ada hal - hal yang dapat membahayakan atau merugikan
Negara/Pemerintah dan atau Perusahaan,terutama dibidang
keamanan, keuangan dan materiil. .
Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya
setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran
disiplin.

Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana
terhadap bawahan.
Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
kariernya.

Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik
terhadap bawahan.
MenJadx teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Menghayati dan melaksanakan 5§ (lima) Citra Manusia
Perhubungan.

Bagian Ked;;L
LARANGAN BAGT—PEGAWATPERUM DAMRI!

Pasal 4

Setiap pegawai PERUM DAMRI dilarang

a.

b.
c.

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau
martabat negara, Pemerintah ,Perusahaan atau Pegawai.
Meyalahgunakan wewenangnya.

Tanpa ijin Direksi menjadi Pegawai atau bekerja untuk
negara asing dan diluar PERUM DAMRI.

Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat

.berharga milik Perusahaan.

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan
atau meminjamkan barang-barang dokumen, atau surat=-surat
berharga milik Perusahaan secara tidak syah.

T SN ISR e < AN S o



P
>4 Jur S
({ \ )\I

-6 -

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan atau orang lain.didalam maupun diluar lingkungan
ker janya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,golongan
atau pihak. lain,yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan Negarid dan Perusahaan. A
Melakukan tindakan yang bersifat negatlf dengan maksud
membalas dendam terhadap bawahannya, atasannya atau
orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.
Menerima/memberi hadiah atau sesuatu pemberian berupa
apa saja dari/kepada siapapun juga yang diketahui atau
patut dapat diduga bahwa pemberian litu bersangkutan atau
mungKin bersangkutan. dengan jabatan atau pekerjaan
Pegawai Perusahaan yang betrsangkutan.
qu&sukx tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan
atay’ .martabat Pegawai 'Perusahaan, kecual i untuk
kepentxngan jabatan/Perusahaan. :

kukan suatu tindakan atau sengaJa tidak melakukan
suatu .tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau
mefipersulit salah satu pihak yang dilayaninya. sehingga
mehgakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
Menghalang1 berjalannyd tugas kedinasan.
Membocorkan dan .atau memanfaatkan rahasia Negara/Perusa-
haaﬁ yang dike ahu1 karena kedudukan jabatan untuk kepen
txngan pribadi, golongan atau pihak lain.
Bertindak selaku perantara -bagi sesuatu pengusaha atau
golongan untuk me dapatkan pekerjaan atau pesanad dari
Kantor/Instansi Pemerlptah atau Perusahaan.
Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan
usahanya beradi dalam ruang lingkup kekuasaannya.
Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya
tidak berada dalam. ruang lingkup kekuasaannya yang
jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga
melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau
tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya
perusahaan.
Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi,maupun
sambilan, menjadi Direksi; Pimpinan atau Komisaris
perusahaan swasta bagi Pejabat Perusahaan satu tingkat
dibawah Direksi keatas. .
Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf p
tersebut diatas, bagi Pejabat Perusahaan dua tingkat
dibawah Direksi kebawah wajib mendapat ijin tertulis

.dari Direksi.

Me lakukan pungutan tidak syah dalam bentuk apapun juga
didalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi,
golongan atau pihak lain. .
Meminum minuman keras, mengisap gapja, menggunakan obat
bius dan yang sejenisnya pada waktu dinas atau diluar
dinas.

Membawa senjata api atau sejenisnya tanpa dilindungi
surat-surat yang sah dari yang berwajib.
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Melakukxan perjudian didalam dan disekitar pekarangan
Perusahaan baik diwaktu dinas maupun diluar dinas.
Melakukan pemogokan atau yang sifatnya memperlambat
kegiatan usaha, sabotase atau sejen1snya

Merusak barang milik Perusahaan dengan.. sengaja atau
karena kecerobohan yang mengakibatkan kerugian bagi
Perusahaan.

Berambut panjang (gondrong) sampai menutupi krag baju
bagx pegawai pria.

Memberikan / membuat / menandatangan1 surat keterangan
palsu

Mdnggelapkan barang bawaan/bagasi m111k penumpang atau
orang lain yang d11ayan1nya

Y . IBAB v 4
'KEWAJIBAN DAN LA AM TUGAS JABATAN

~Bagian Per'tama
PBTUGAS PENGEMUDI.

Pasal 5

(1). Kewabean Petugas Pengemud1
Setiap pengemudi disamping mentaati kewajiban tersebut dalam
pasal.l ,juga diwajibkan

a.

b.
él.

(S 0Q ™ (@

»~

Sudah hadir dan melapor siap jalan selambat-lambatnya
setengah jam sebelum kendaraan diberangkatkan/operasi.
Menerima kendaraan, surat-surat dan perlengkapan operasi.
Mengémudikan kendacaan dengan baik dan wajar tanpa
dipengaruhi rasa sakit, lemah, mengantuk dan atau
meminum minuman keras. ‘ '

Bertanggung jawab penuh atas keselamatan kendaraan dan
penumpang selama dalam perjalanan. :
Bertanggung jawab atas kebersihan kendaraan.

Bersikap sopan terhadap penumpang, awak bus dan petugas.
Mengikuti isyarat-isyarat dan tanda-tanda dari kondektur
atau pembantu pengemudi. . y

Mengindahkan dan mentaati tata tertib lalu lintas.
Mengikuti Time Table / Jam-jam perjalanan. ,
Menghindari menjalankan kendaraan diatas tanah lunak
atau diatas galian yang baru ditimbun.

Memperhatikan semua instrumen/alat-alat pengontrol pada
Dashboard guna meneliti cara kerja mesin dan mencegah
kerusakan-kerusakan. '

Segera memberhentikan dan melakukan checking bilamana ter
dapat gejala-gejala kerusakan terhadap kendaraan.

Jika terjadi gangguan kecil selama di perjalanan, wajib
memperbaiki hanya dalam waktu paling lama 30 menit
(setengah jam ). .

Jika gangguan kérusakan tidak dapat diperbaiki sendiri
melaporkan kepada pimpinan / setasiun terdekat untuk
mendapatkan perbaikan lebih.lanjut.

> ——
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V.

Menijaga kendaraan yang rusak diperjélanan dan tidak dibe
narkan meninggalkannya sampai kembdli ke Pool/setasiun.

.. Menghentikan kendaraan jika. terjadi /.mengalami musibah

kecelakaan terhadap”kendaraannya.

Hiﬁamana kecelakaan tersebut nengakibatkan kordan jiwa,
luka' atau kesehatannya terganggu ataupun menderita
keérugian pengelmudi memberikan pertolongan pertama.
Me'ld'porkan peristiwa kecelakaan tersebut kepada Pimpinan
Pefusahaan menurut cara-cara dan bentuk yang telah
ditetapkan berbama-sama. dengan kondektur (AP/3).
Memberikan pertolongan dan bantuan seperlunya Jika
melihat / mendapati kendaraan DAMRI lainnya yang sedang
mogok/kecelakaan ditengah perjalanan. !
Diwaktu berhenti pada halte /shelter mengatur posisi
kendaraan sejajar dengan trotoir, menggunakan pelataran
parkir bila adh serta bertindak hati-hatt.

Membuat-suatu ljarak yang cukup jika berhenti dibelakang
kendaraan lain. ‘

Mengetahui pengisian Laporan Muatan Bus secara bdenar.

4

(2).Larangan Bagi Petugas Pengemudi.
Pada saat menjalankan tugasnya setiap pengemudi dilarang

) .
Cc.

Meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat diterima.
Mengulur waktu pemberangkatan kendaraan/bus.
Menyerahkan/menyuruh orang lain yang tidak berhak/tidak
mendapat perintah dari pimpinan untuk mengemudikan
kendaraan/bus.

Mengemudikan kendaraan melebihi dari kecepatan max imum
vyang ditentukan. ]

Berbicara dengan penumpang/awak kendaraan lainnya selama
dalam perjalanan. )

Berbuat lain yang dianggap tidak sopan atau mengganggu
ketertiban dalam kendaraan ( misal : bersiul, bernyanyi
dan lain-lain ). .

Melilitkan handuk/sapu tangan dileher atau sejenisnya.
Memungut uang penjualan karcis.

Menerima wuang dari ‘kondektur yang bukan haknya menurut
hukum dengan dalih apapun dan cara bagaimanapun. .

Jika kendaraan/bus tersebut menginap, pengemudi dilarang
memnecrgunakan waktu {istirahatnya bukan wuntuk f{stirahat
( misal : untuk berjudi, berpesiar dan semacamnya ).
Meninggalkan tempat menginap yang ditunjuk tanpa seijin
Pimpinan Penginapan/Perusahaan setempat. .
Mengisi bahan bakar tidak sesuai dengan jumlah yang
tercancum dalam kupon/nota pembelian.

Menggunakan kondektur tidak resmi/liar/layang.

Melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap pegawai atau pe
ngawas FERUM DAMRI atau penumpang.

Melarikan diri pada saat terjadi kecelakaan tanpa melapor
kepada pihak yang berwajib/berwenang.

Merubah, memindahkan atau merusak perlengkapan kendaraan
tanpa ijin atasan langsung. :

R T e L 1. IR L
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q. Menﬁnggalkan bus . dea{an tanpa alasan yvang dapat
dibenarkan i

r. Merylimpang dar1 route yang telah ditetapkan, kecuali atas
pe sgguJuan atalsan langsung.

8. Manamhah jumlah 'rit operasi, kecuali seijin atasan

langsung.
t. Menégelapkan dan tidak menyetorkan hasil pendapatan bus
kepada .pegawai yang dxtunJuk/berwenang

e el
‘ Bagian kedua
| PETUGAS . KONDEKTUR 4 .

L —

I,

U Pasal 6

{Kewaijan Petugas Kondektur. S

Setiap kondektur dxsamplng wagxb-mentaat1 ketentuan tersebut_
dalam pasal.} , juga dxwaJLbkan untuk :

a. Sudah hadir dan melapor siap' jalan -selambat - lambqtnya
setengah jam sebelum kendardan diberangkatkan.

b. Menerima dari petugas Kantor / Pool /Depot yang ditunjuk
dan membawa Kartu jadwal waktu, daftar tarif, karcis dan
surat-surat serta perlengkapan kendaraan lainnya.

¢. Mengechek/melakukan koordinasi dengan pengemudi apakah
kendaraan dengan perlengkapannya telah siap untuk
dipergunakan.

d. Mengingatkan pengemudi agar segera memberangkatkan
kendaraan ke Terminal sesuai dengan jadwal waktu.

e. Sebelum kendaraan dlberangkatkan lebih lanjut, kondektur
menjual 'karcis dan memungut bea penumpang, bagasi /
paket menurut tarif yang berlaku.

f. Mengatur duduk para penumpang dan barang bawaan demi
keselamatan dan keamanan.

2. Berlaku ramah dan sopan terhadap penumpang. awak
kendaraan maupun petugas. ’

h. Menghindari memuat penumpang dan barang/bagasi melebihi
daya angkut kendaraan.

i. Mencatat dalam Laporan Muatan Bus ( LMB ) terhadap semua
penumpang dan barang.

j. Senantiasa siap dan mampu menciptakan suasana yang
nyaman serta dapat mengatasi segala rintangan rintangan
atau hambatan-hambatan yang diperkirakan akan mengganggu
kelancaran angkutan/perjalanan.

k. Memberi isyarat / tanda kepada pengemudi baik waktu
berangkat berhenti atau parkir dan lain-lain.

l. Mentaati ijin trayek dun time table yang berlaku.

m. Selama dalam perjalanan kondektur membantu pengemudi
untuk memelihara kebersihan kéndaraan baik bagian dalam
maupun bagian luarnya.

n. Mencegah adanya corctan-coretan,tulisan-tulisan dan lain
lain yang sifatnya sama kecuali atas instruksi Pimpinan
Perusahaan.

0. Membantu pengemudi pada saat terjadi storing / gangguan
kecil atas kendaraan selama perjalanan.

¢ A agas. s b g
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p. Apabila Kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam

waktu setengah jam , maka kondektur diwajibkan melakukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Memberitahukan _dengan sopan santun kepada penumpang e
bahwa kendaraan tidak dapat melanjutkan perjalanan
karena rusak dan tidak dapat diperbaiki dengan segera.

2. Mengembalikan uang kepada penumpang sebanyak bea
angkutan yang jurusanya tidak terpenuhi. !

3. Mengatakan/menyatakan permintaan maaf kepada para
penumpang atas kejadian tersebut.

4, Mengusahakan sepenuhnya angkutan lanjutan bagi

‘penumpang-penumpang tersebut dengan kendaraan/bus .
lainnya dengan mengutamakan Bus DAMRI.

5. Bila tidak tersedia uang untuk membayar kembali harga
karcis yang dibatalkan/vervallen maka mengadakan hubu

‘ngan/perjanjian dengan pengusaha-pengusaha/pengemudi-

~ .pengemudi bus lainnya supaya dapat dibayar tangguh

» . (selambat-lambatnya 3 hari setelahnya ).

6. 'Setelah tugas - tugas diatas diselesaikan kondektur
segera berangkat /melaporkan -kepada Pimpinan Sstasiun

I ' "terdekat untuk mendapatkan ‘pertolongan / perbaikan

i ,kendaraan tersebut.

q. Bila terjadi kecelakaan kendaraan/bus

l..'Memberikan pertolongan pertama kepada para penumpang.

2.; Membantu para penumpang sepenuhnya agar terhindar

~ dari kecelakaan. ’

J. Mengamankan semua barang-barang bawaan/bagasi milik
penumpang.

4. Mengamankan udng has1l angkutan/Uang Pendapatan vang
ada.

5. Membuat laporan bersama-sama dengan pengemudi tentang
sebab-sebgb dan akibat kecelakaan sesuai dengan
bentuk bentuk yang berlaku (AP/10).

r. Jika melihat / mendapat1 bus' DAMRI atau bus swasta mogok
dan membutuhkan pertolopgan, kondektur membantu
menampung-- penumpang bus ..sekiranya memungkinkan dengan
perhitungan-perhitungan tertentu seperti diatas. = .

s. Setelah kembali dari operasi/kembali ke Setasiun/Pool :

1. Menyetorkan uang pendapatan hasil angkutan kepada
Kepala Setasiun/petugas yang ditunjuk,

2. Menyerahkan sisa-sisa karcis dan bonggol karcis yang
terjual kepada Kepala Setasiun/petugas yang ditunjuk.

3. Menyerahkan Lapora.. Muatan Bus (LMB) yang telah diisi
derigan sebenarnya dan.rapi kepada petugas yang
bersangkutan,

4. Membuat dan mengisi Daftar Penjualan Karcis (DPK)
Bentuk AK/13 sesuai dengan kenyataan dan penyerahan
kepada petugas yang bersangkutan.

5. Menyerahkan kembali surat - surat dan perlengkapan
lainnya.

TN AR IS RS SRt s e



- 11 -

(2).Lerangan Bagi Petugas Kondektur. .
Pada saat menjalankan tugasnya setiap kondektur dilarang :

a.

b.
c.

- 0

Meninggalkan :ugas tanpa alasan yvang dapat dxterxma /
dibenarkan '
Mengemudikan' kendaraan/bus didalam/diluar pool) ...

Me laksanakan tugas/operasi tanpa membawa Laporan Muatan
Bus (LMB).

Membiarkan penumpang tanpea karcls yang syah.

Menjual karcis palsu/bekas.

Memungut bea angkutan berten:angan dengan Kketentuan yang
berlaku,

Merokok waktu berdiri atau sedang memberikan karcis dan
memungut uang dari penumpang.

Melakukan kecurangan - kecurangan dari hasil penjualan
karcis dan bagasx/barang yang merugikan bagi Perusahaan
dengan dalih apapun juga. !
Mempergunakan Uang Pendapatan Perusahaan hasil angkutan
baik untuk pribadi maupun untuk keperluan biaya-biaya
di perjalanan kecuali biaya-biaya yang telah diijinkan.
Menggelapkan uang hasil operasi bus.

Mercbah catatan/terdapat coretan-cdretan pada LMB
Menyetorkan/memberikan uang dari hasil angkutan kepada’
pengemudi/orang lain/pihak lain sesama perusahaan yang
bukan haknya menurut hukum dengan dalih apapun dan cara
bagaimanapun juga.

Menambah bangku/kursi tempat duduk didalam kendaraan /
bus, kecuali atas ijin pimpinan.

Memperhentikan bus/kendaraan bukan pada tempat pemberhen-
tian/steanplat yang ditentukan oleh Perusahaan.

Menaikan penumpang berlebihan sehingga dapat membahayakan
penumpang bus.

Membiarkan penumpang bergelantungan diluar pintu atau
ber jubel dipintu bus.

Bersikap kasar, memaki atau menghina penumpang bus /
petugas.

Melakukan pemukulan dan pengan1ayaan terhadap penumpang
bus atau petugas serta -pegawai PERUM DAMRI.

Melakukan penyuapan kepada Petugas atau Pengawas yang sah.
Melilitkan handuk/sapu tangan dileher atau semacamnya.
Berbuat lain yang dxanggap tidak sopan atau dianggap
me&gganggu ketertxban dalam bus (mxsal bernyanyi,bersiul,
begcanda dan semacamnya )

Jzka kendaraan.menginap kondektur dilarang menpergunakan
waktu istirahat untuk keperluan yang lain.

Meninggalkan tempat menginap yang ditunjuk tanpa seijin
Pimpinan penginapan/Perusahaan.

Bagian ket}ga ><
PETUGAS PEMBANTU PENGEMUDI

Pasal 7

(1).Kewajiban Petugas Pembantu Pengemudi.
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Setiap Pembantu Pengemudi disamping mentaati kewajiban terse
but dalam pasal 3, juga.diwajibkan untuk :

a.
b.

c.

Sudah siap di Kantor/Pool/Depot selambat-lambatnya se -
tengah jam sebelum kendaraan/bus diberangkatkan.
Menerime dari petugas Kantor / Pool / Depot dan membawa
surat-surat serta perlengkapan lain yang dibutuhkan.
Membantu dan melayani kebutuhan pengemudi dalam mempersi
apkan kendaraan yang akan dioperasikan serta berusaha
memper lancar perjalanan kendaraan.

Membantu pengemudi selama menjalankan kendaraan/bus
dengan memberikan aba-aba/isyarat-isyarat lalu-lintas.
Membantu pengemudi untuk memperbaiki kendaraan jika ter-
jadi kerusakan / gangguan kendaraan selama dalam per
jalanan.

Membantu kondektur untuk melayani dengan ramah dan sopan

kepada setiap penumpang yang akan naik / turun serta

membantu menaikan/menurunkan barang bawaan/bagasi.
Membatu Kondektur mengatur tempat duduk penumpang dan
barang bawaan/bagasi yang ada dalam kendaraan.

Menutup pintu kendaraan rapat-rapat, membersihkan kaca
depan untuk memberikan keleluasaan pandangan pengemudi
serta menjaga kebersihan dengan membersihkan sampah /
coretan-coretan yang terdapat didalam kendaraan.
Mentaati segala petunjuk yang diberikan oleh pengemudi /
Kondektur maupun petugas lain dari Perusahaan.

Bagi Pembantu Pengemudi yang bertugas rangkap sebagai
Kondektur, maka disamping kewajiban-kewajiban tersebut
dalam ayat (3)juga harus mematuhi segala kewajiban
yang berlaku bagi -kondektur sebagaimana tersebut dalam
pasal.6 ayat (1) Ketentuan ini:

(2).Larangan Bagi Pembantu Pengemudi.
Pada saat menjalankan tugasnya setiap Pembantu Pengemudi

dilarang

a. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat di terima.

b. Secara memaksa mengemuuikan kendaraan yang bukan tugas
dan haknya.

c. Menambah bangku/kursi tempat duduk didalam kendaraan/bus.

d. Memungut uang penjualan karcis dari penumpang kecuali
bagi mereka yang bertugas rangkap sebagai kondektur.

e. Menerima uang dari kondektur yang bukan haknya menurut
hukum dengan dalih apapun dan cara bagaimanapun.

L[+ Merokok waktu berdiri atau sedang melayani penumpang atau

"' menaikan/menurunkan barang bagasi. '

g. Melilitkan handuk/sapu tangan dileher atau semacamnya.

h.

Berbuat lain yang dianggap tidak sopan atau dianggap
mengganggu ketertiban didalam kendaraan/bus ( wmisal:
bersiul,bernyanyi, bercanda dan sebagainya).

Jika kendaraan tersebut menginap, Pembantu Pengemudi
dilarang meninggalkan Kendaraan/bus.

Kecuali bagi Pembantu Pengemudi yang merangkap sebagai
kondektur maka kepadanya berlaku juga larangan sebagai -
mana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Ketentuan ini.
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Bagian Keempat
PETUGAS PENGAMAT PEMERIKSA ANGKUTAN,
- I . ® o o v
Pasal 8 .
(1) .Kewajiban Petugas Pengamat Pemeriksa Angkutan.
Setiap Petugas Pengamat Pemeriksa Angkutan disamping
mentaati semua kewajiban sebagazmana tersebut-dalam
pasal '3, juga dxwaJ1bkan untuk :

a. Selalu siap dan berada dalam .Pos Pemeriksaan sesuai
dengan jam dinasnya.

b. Mengetahui prosedur pelaksanaan angkutan.

c. Membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas/Surat Perintah
Tugas, bentuk-bentuk -yang ditetapkan oleh Perusahaan
seperti: Tanda bukti pemeriksaan bus (AP/4), Nota
pelanggaran (AP/7), Karcis Suplisi (AP/8), Laporan hasil
pemeriksaan angkutan (AP/9) dan bentuk-bentuk lain yang
berhubungan dengan pemeriksaan angkutan.

d. Mengisi semua bentuk-bentuk pada butxr d diatas sesuai
dengan ketentuan.

e. Mengadakan penelitian, pengujian,penilaian atas keadaan
yang sebenarnya dibandingkan dengan yang seharusnya
dilakukan untuk selanjutnya dibuatkan laporan.

f. Melaksanakan tugas secara cepat, cermat dan gesit serta
tidak menunda-nunda waktu pemberangkatan kendaraan/bus.

(2).Larangan Bagi Petugas Pengamat Pemeriksa Angkutan.
Pada saat menjalankan tugasnya setiap Petugas Pemeriksa
Angkutan dilarang

a. Menerima uang dari petugas /awak kendaraan yang bukan
haknya menurut hukum dengan dalih apapun dan cara
bagaimanapun. .

b. Menyuruh orang lain yang bukan Pegawai PERUM DAMRI untuk

melakukan pemeriksaan angkutan terhadap kendaraan yang

scdang menjalankan dinas angkutan.

Melakukan pemeriksaan angkutan menyimpang dar{ tugas yang

ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) /

Surut Ferintah Tugas (SPT).

d. Melakukan kelalaian dalam pemeriksaan angkutan dengan
tujuan memberi kesempatan kepada petugas/awak kendaraan
untuk melakuken kecurangan dengan atau tanpa imbalan.

e. Menambah Uang Pendapatan Perusahaan (UPP) dalam LMB tanpa
membuat nota pelanggaran (AP/7) dan karcis suplisi (AP/8)
bagi penumoang yang telah naik lebih dari S(lima)
Kilometer ( Khusus Bus Antar Kota ). .

f. Melaksanakan tugas ,secara lamban dan atau menqhan
kqndektur/pengemud1 dengan alasan yang tidak jelas yang
dapat menghambat waktu perjalanan kendaraan.

'e]

L e i A BT e e
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(1). Kewaijan Pétugas 'Timer.
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Bagian Kelima. )
PETUGAS TIMER .

I
Pasal 9~ LT

Setiap Petugas Timer disamping mentaati kewajiban Umum
sebagaimana tersebut dalam pasal. 3. pada saat melakasanakan
tugas jabarannya diwajibkian untuk

a. Sudah hadir ditempat’ tugas sbtengah jam sebelum , pembe-
rangkeatan bus yang pertama.

b. Mengetahu1/ memahami prosedur; pelaksanaan angkutan serta
pengoperasian bus, i

c. Membawa Surat Perintah Tugas (SPT), bentuk-bentuk yang
ditentukan oleh. Perusahaan, dan perlengkapan laln yang
diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. .

d. Bertindak sopan, memberikan penerangan- penerangan dan
petunjuk-petunjuk bagi calon penumpang mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan pengoperasian kendaraan.

e. Mengatur parkir kendaraap pada: tempat yang telah
ditentukan sesuai dengan urutan momor, rit atau urutan
pemberangkatan kendaraan sesuai rjam perjalanan yang
ditetapkan.

[. Memberi isyarat/aba-aba pemberangkatan kendaraan kepada

. pengemudi yang telah tiba gilirannya untuk berangkat.

C%? Mengatur dan menjaga interval/tenggang waktu pemberang -
katan masing-masing kendaraan pada pangkal/ujung jurusan
sehingga tidak sampai -terjadi penumpukan kendaraan /
penumpang disuatu tempat tertentu.

h. Mencatat dan membubuhkan paraf pada Laporan Wuatan Bus
(LMB)masing- masxng kendaraan yang dioperasikan pada saat
itu mengenai jam berikut jumlah penumpang pada saat
pemberangkatan.

.Larangan Bagi Petugas Timer.

Pada saat:- menjalankan tugasnya setiap Petugas Timer

dilarang o

a. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat diterima.

b. Menyuruh orang lain yang bukan Pegawai PERUM DAMRI untuk
melakukan tugas sebagai Timer. .

c. Melakukan tugas yang menyimpang dan tidak sesuai dengan
Surat Perintah Tugas (SPT) atau Daftar Giliran Bekerja
(DGB) yang ditetapkan oleh Pimpinan. . ta

d. Memungut uang bea angkutan dari penumpang yang bukan
tugasnya dengan dalih apapun dan cara bagaimanapun juga.

e. Memberi Kesempatan kepada petugas /awak kendaraan /. bus
dengan tidak atau ‘mencatat/menulis Jumlah penumpang dan
jam perjalanan pada LMB tidak sesuai dengan kenyataan
yang sebenarnya.

[. Menerima uang dari Pengemudi/Kondektur/Pembantu Pengemudi
atau petugas lainnya yang bukan haknya menurut hukum
dengan dalih apapun dan dengan cara bagaimanapun juga.
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Melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan atau
peraturan lain yang berlaku. ,
Memperlambat laporan hasil kegiatan tugas yang dapat
merugikan Perusahaan dengan dalih apapun.

Menangani / menyelesaikan sendiri penemuan masalah
pelanggaran disiplin petugas/awak kendaraan atau hal-hust
lain yang merugikan/merusak citra Perusahaan tanpa

melaporkannya kepada atasan menurut herarkhi.

o Bagxan Keenam
b  PETUGAS SATUAN PENGAMAN

l Pasal 10

1). Kewa}lban Anggota SATPAM.
Setidp '.anggota SATPAM disamping mentaati . Rewajiban
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dalam menjalankan
tugas“jabatannya wajib untuk :

h.

i.

~t

MenJaga ketertiban dan keamanan didalam Kantor / Pool /
Depot

Mencatat setiap kendaraan yang keluar/masuk kantor/?ool/
Depot.

Mengawasi Pegawaz’yang keluar/masuk &antor/Pool/Depot.
Mengawasi para penumpang yang keluar/masuk-Pool/Depot.
Mengatur kenddraan, Bus, tamu, dan kendaraan Dinas.
Mencatat tamu+tamu yang keluar/masuk Kantor/Pool/Depot.

a
b
[of
e
.
Melaporkan kepada Pimpinan Perusahaan bila ada ~sesuatu

kejadian gangguan ‘keamanan - dan ketertiban atau
pelanggaran tata tertib yang telah dan atau akan dapat
membahayakan Perusahaan. ' '

Me laksanakan Jadwal/gxllrangjaga secara tertib dan tepat
waktu. .
Berpakaian seragam dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

(2).Larangan Bagi Anggota SATPAM.
Pada saat melaksanakan tugasnya setiap Anggota SATPAM
dilarang

a.

b
c.
©

Meninggalkan Pos Jaga tanpa alasan yang dapat diterima/
dibenarkan.

Bersikap kasar dan tidak simpatik.

Melakukan tugas - tugas pemeriksaan angkutan seperti
Petugas Pemeriksa Angkutan di lapangan. '
Melakukan kegiatan-kegiatansdalam keuangan dan penjualan
karcis atau yang sama maksudnya yang dapat merusak citra
SATPAM.,

Tidak meclaporkan kejadlan-kejadian/peristiwa baik yang
telah ataupun akan terjadi yang patut diduga atau
mungkin akan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan
ketertiban ataupun kerugian bagi Perusahaan.



f. Mengadﬁkan / membiarkan tempat/lokasi penjagaan untuk
dipergunakan sebagai arena perjudian dan atau sebagai
tempat untuk bermabuk-mabukan. . St

Bagian Ketujuh
PETUGAS OPERATOR/KOMUMIKASI

] Pasal 11
(1).Kewajiban Petugas Operator/Komunikasi.
Setiap Petugas Operator/Petugas Komunikasi disamping
mentaati kewajiban sebagatmana tersebut dalam pasal J, juga
diwajibkan untuk :
a. Mengadakan / selalu memonitor berita wuntuk Kepentingan
kedinasan.
b. Mencatat berita-berita penting vang perlu disampaikan:
c. Menerima dan menyampaikan berita dengan singkat dan jelas.
d. Menyampaikan berita yang seharusnya disampaikan tepat
pada waktunya.
e. Segera melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat
komunikasi. ‘
(2).Larangan bagi Petugas Operator/Petugas Komunikasi.
a. Meningzalkan tempat tugas tanpa alasan yang dapat
diterima.
Menyampaikan berita yang tidak benar.
Sengaja tidak menyampaikan berita yang perlu disampaikan.
Menggunakan alat komunikasi bukan untuk Kepentingan
dinas.
e. Menggunakan alat komunikasi dengan bahasa dan kata-kata
yang tidak pantas diucapkan.
[. Selaku operator membuka alat komunikasi sentral.

coo

b T Bagian - Kedelapan
PEJABAT PEMANGKU' KUASA’ ADMINISTRATIF ( PKA )

Pidsal 12 .
{1). Kewa;qban Pemangku Kuasa Administratif.

Setxap, pejabat pemangku kuasa administratif dxsamplng

mentaati kewajiban sebaga:mana tersebut dalam Pasal 3, Juga

diwajibkan untuk

a. Menetapkan ketentuan-ketentuan dan formulasi-formulasi
tentang tujuan penggunaan, besarnya jumiah, bicya
spesifik, dan/ syarat<syarat yang perlu dimuat dalam
setitap perjanjian yang berakibat pengeluaran uang.

b. Menetapkan perintah-perintah untuk melakukan tindakan-
tindakan yang 'berakibat pengeluaran uang serta melakukan
perundingan-perundingan mengenai perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas.

C. Mengoreksi hasil-hasil perundingan yang berupa ,naskah
perJaanan vyang akan stutUp untuk berlaku meng1kat.
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Menguji segala tagihan~tagihan yang ditujukan terhadap
PERUM DAMRI dan membubuhi pernyataan "Setuju dibayar"
pada masing-masing dokumen yang telah teruji syah untuk
dibayar.

et Mematuhi ketentuan-ketentuan'yang terdapat dalam Perdin

PN.DAMRI Nomor :001 Tahun 1980 tentang Tugas = dan
Kewajiban Pemangku Kuasa Administratif (PKA) dan
Pemangku Kuasa Komtabel (PKK). :

(2).Larangan Bagi Pemangku Kuasa Administratif.
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat Pemangku Kuasa
Administratif dilarang

a.

b.

c.

Menyelenggarakan sendiri wewenang menggunakan uang dengan

cara-cara yang menyxmpang dari - prosedure pengeluarap uang
Perusahaan.

Mengadakan pengeluaran uang untuk biaya-biaya yang txdak

termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Mengadakan pengeluaran uang untuk biaya-biaya yang

jumlahnya melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan
* PEJABAT PEMANGKU KUASA KOMTABEL ( PKK )

Pasal 13

(1).Kewajiban Pemangku Kuasa Komtabel. -
Setxab pejabat pemangku kuasa komtabel (PKK) disamping
mentaati. kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 3, juga
diwajibkan untuk i ' |

a.

Memériksa syarat syarat bukti keuangan, bukti penerimaan
(Bpru) dan bukti pengeluaran (Bplu) sebelum dipergunakan
sebhgax bukti Kas Penerimaan dan Pengeluaran.

Meneliti dan memeriksa apakah semua pengeluaran yang
akan dilaksanakan sudah sesuai/ tercantum dalam anggaran
serta apakah masih tersedia dananya.

Meneliti dan memeriksa apakah bukti-bukti tersebut sudah
memenuhi persyaratan sebaga1 bukti transaksi. ‘ o
Meneliti dan ' memeriksa apakah jumlah perhitungan yang
tercantum dalam bukti-bukti tersebut sudah bensar baik
angka maupun hurufnya. :
Meneliti dan memeriksa apakah Pos Pembukuan yang
dicantumkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menggunakan Bukti kas Pengganti Kwitansi secara benar
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika terdapat kesalahan dalam bukti-bukti transaksi,maka
mengembal.ikannya kepada penagih.

Mematuhi ketentuan-ketentuan yang tecrdapat dalam Perdin
PN.DAMRI Nomor .:001 Tahun 1980 tentang Tugas dan
Kewajiban Pemangku Kuasa Administratil (PKA)dan Pemangku
Kuasa Komtabel (PKK).
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\

(2).Larangan Bagi Pemangku Kuasa Komtabel.
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat Pemangku Kuasa
Komtabel dilarang untuk

a.
b.

C.

Menggunakan Bukti Kas Pengganti Kwitansi secara
menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Membukukan Bukti Penerimaan (Bpru) dan Bukti Pengeluaran
(Bplu) tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Membuat dan menandatangan1 kwitansi atas nama orang laxn

"/pihak lain dengan'maksvd untuk digunakan sebagai Bukti

Pengeluaran (Bplu).

Menyelenggarakan pembukuan terhadap bukti-bukti transaksi
tanpa persetujuan pejabat Pemangku Kuasa Administrasi
(PKA). , .
Menumpuk bon - bon yang belum dapat dibukukan dalam
perhitungan sisa kas lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
Membukukan bukti-bukti transaksi yang sudah kadaluarsa
baik tanggal, bulan maupun tahunnya.

Bagian Kesepuluh
PETUGAS PEMEGANG KAS

Pasal 14 " g

(1).Kewajiban Petugas Pemegang Kas.
Setiap Petugas Pemegang Kas -.disamping mentaati semua
kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 3, juga
diwajibkan untuk

a.

Mengadakan pembukuan / pencatatan terhadap setiap
penerimaan dan pengeluaran uang Perusahaan secara tertib
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
Meminte pengesahan/melaporkan kepada pejabat PKA/PKXK atas
catatan/pembukuan penerimaan dan pengeluaran uang
Perusahaan.

Menolak segala bentuk pembayaran/pengeluaran uang tanpa .

persetujuan pejabat PKA/PKK.
Melakukan pencocokan laporan sisa kas dengan sisa kas
yang seharusnya/sebenarnya.

(2).Larangan Bagi. Petugas Pemegang Kas.
Pada saat menjalankan tugasnya setiap Petugas Pemegang Kas
dilarang untuk

a.

Tidak seter / menunda menyetorkan hasil pendapatan yang
telah diterima tepdt pada waktu yang telah ditentukan.
Menahan/mengeluarkan uang Perusahaan tanpa seljxn atasan
yang berwenang/berhak.’

Ménggunakan uang Perusahaan diluar ketentuan Perusahaan
yang berlaku. _
Tfphk membuat laporan yang sebenarnya )
Menyimpan / menerima titipan uang yang bukan milik
quusahaan didalam Brankas.

.



Bagian Kesebelas
PETUGAS PENGADAAN/PENYIMPANAN BARANG PERSEDIAAN

Pasal 1§

(1).Kewajiban Petugas Pengadaan/Penyimpanan Barang Persediaan.
Setiap Petugas Pengadaan/Penyimpanan Barang Persedjaan
disamping "mentaati kewajiban . sebagaimana tersebut dalam
ketentuan pasal 3, juga diwajibkan :

(2)

a. Melaksanakan pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh
Perusahaan berdasarkan prosedur yang., berlaku ., di
Perusahaan. .

b. Meneliti dan memeériksa Kebenaran atas barang-barang
tersebut secara seksama, baik mengenai jumlah,
jenis,kwalitas serta harga barang dengan nota pesanan
maupun nota/faktur pembeliannya.

c. Mengadakan penyimpanan barang-barang persediaan pada
tempat khusus yang aman dengar mengatur penempatannya
secara rapih dan tertlbd.

d. Membuat .dentitas / label barang serta kartu~-kartu
persediaan barang. .

e. Mengadakan pencatatan secara tertib terhadap semua
pengeluaran dan penerimaan barang berdasarkan ketentuan
yang berlaku ‘di Perusahaan. .

{. Melakukan Stock Opname/pencocokan antara ‘laporan/hasil
pencatatan dengan keadaan yang seharusnya/sebenarnya.

g. Menjaga / melindungi barang - barang persediaan dari
kerusakan / bahaya kebakaran.

.Larangan bagi Petugas Pengadaan / Penyimpanan Barang

Persediaan.

a.

b.

Me lakukan pengadaan barang - barang Perusahaan secara
fiktif/tidak sebenarnya.

Menambahkan jumlah harga barang dengan yang tidak
sebenarnya dalam bukti nota/faktur pembelian.

Menukar barang-barang yang dibeli dengan barang-barang
yang sama tetapi mutunya tidak sesuai dengan yang
tercantum didalam nota/faktur pembelian.

Membidrkan barang-barang persediaan berada pada tempat
yang kurang aman/tidak terlindung. .
Mepqﬂima / menyimpan barang-barang yang bukan milik
Perusahaan pada tempat penyimpanan barang persediaan.
Menéampur / menyimpan basang-barang bekas dengan barang
barang' persedidan yang masih belum terpakai pada tempat
yang-‘Sama.

Mengeluarkan barang-bardng persediaan tidak sesqai dengan
prosddur yang berlaku di Perusahaan.
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Bagian Keduabelas
PETUGAS MEKANIK/TEKNIK

Pasal 16

(1). Kewabean Petugas Mekanik/Teknik.
Setiap Petugas Mekanik/Teknik disamping mentaati semua
kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal .3 juga
d1wa;1bkan untuk

a.

b.

c.
d.

n.

o.

Melaks8hakan perawatan kendaraan / bus sesuai dengan
jadual kerja

Memeriksa kerusakan kendaraan/bus sesua1 dengan Laporan
Pengemudi.

Me laporkan hasxl pemeriksaan kepada atasan langsung.
Melaksanakan perbaikan sesuai dengan Perintah Kerja.
Mengajukan permintaan suku cadang / alat kelengkapan
lainnya wuntuk perawatan / ‘perbaikan atas .persetujuan
atasan langsung.

Me laporkan hasil perawatan / perbaikan kepada atasan
langsung. .

Menyerahkan suku - cadang lama / bekas sebagai bukti
pemakaian. o
Melengxapi alat perlengkapan kendaraan%bus yvyang akan
diadakan Keur. o

Mengikuti kendaraan/bus yang uji coba jalan/inreyden.
Melaporkan hasil uji coba jalan/inreyden kepada atasan.
Memeriksa, memperbaiki, menyetel setiap Kkendaraan/ bus
sekembalinya dari dinas operasi.

Menyusuli kendaraan yang mendapat gangguan / kerusakan
ditengah perJalanan ( Storing ).

Menentukan barang-barang / material yang harus diganti /
direparasi.

Menyerahkan kembali kendaraan yang telah diperiksa /
diperbaiki. .
Menanda-tanganx Berita Acara penyelesaian pekerjaan.

(2). Larangan bagi Petugas Mekanxk/Teknxk

Pada

daat menjalankan twgasnya setiap Petugas Mekanik /

Teknik' dxlarang 3 i

a.
b.

c.

-~

Mbnxnggalkan kendaaran/bus yang belum selesaz diperbaiki
taripa seijin atasan langsung.

Mengambxl atau memasang barang/suku cadang kendaraan/bus
tanpa seijin /sepengetahuan atasan langsung.

Mehghamba't pemeriksaan, perawatan dan perbaikan
kendaraan/bus. ,
Membuang suku cadang/barang bekas /oli bekas bukan pada
tempat yang telah disediakan.

Membiarkan peralatan/perkakas bengkel dalam keadaan
kotor setelah dxpergunakan

Menukar perlehgkapan kendaraan/bus tanpa sexjxn atasan.
Bermalas - malasan / tidur - tiduran tanpa atau sambil
membunyikan .- radio/tape mobil didalam atau dikolong
kendaraan/ bus yang berada di Pool/garasi.

14
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BAB V
SANKSI HUKUMAN

Bagian Pertama
ks PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 17
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai PERUM DAMRI
yang melanggar ketentuan pasal-pasal.l,4,5,6,7,8,9,10,11
12,13,14,15 dan |6 adalah pelanggaran disiplin.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam/peraturan perundang
undangan pidana, pegawai PERUM DAMRI yang melakukan pelang-
garan disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang
berwenang menghukum.

Sagian Kedua
TINGKATAN JENIS HUKUMAN
Pasal 18
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari
a. Hukuman disiplin ringan.
b. Hukuman disiplin sedang.
c. Hukuman disiplin berat.
Jenis Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari
a. Tegoran lisan.
b. Tegdran tertulis. 4
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
d. Pembebanar~ ganti rugi ringan.

Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari

a. Peringatan keras tertulis.

b. Pembebanan ganti rugi sedang. -

c. Penundaan kenaikan gaji berkala wuntuk paling lama
l1({satu) tahun.

d. Penurunan gaji sebesar satu kali gaji berkala - untuk
paling lama 1(satu) tahun.

e. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu)
tahun. '

f. Tidak Operasi dengan kewajiban hadir dan mengisi Daftar
Hadir untuk maximum selama 30 (tiga puluh) hari.

Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri dari

a. Peringatan keras terakhir dengan kewajiban membuat
pernyataan tertulis bermetergi cukup, :

b. Pembebanan ganti rugi berat.

c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih
rendah untuk paling lama 1(satu) tahun.

el



d. Pembebasan dari jabatan.

Pemberhentian sementara ( Schorsing ).

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permxntaan sendiri

sehagai .pegawai PERUM DAMRI. !

g. Pemberhentian tidak dengan hormat,sebagai pegawai PERUM
DAMRI.

-~

4

Bagian Ketiga

SANKS1 BAGI PELANGGAR
' o Pasal 19
Sanksi Hukuman bagi setiap pegawai PERUM DAMRI yang nelanggar
Disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15 dan 16 serta berbagai tindak :-indisipliner
lainnya adalah sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan
ini.

BAB VI
PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 20
(1). Hukuman disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang
menghukumn kepada pegawai PERUM DAMRI yang melakukan
pelanggaran disiplin.

(2). Pejabat yang berwenang menghukum tersebut dalam ayat (1)
pasal ini adalah terdiri dari :

a. Direktur Utama PERUM DAMRI bagi pegawai PERUM DAMRI

yang .

1). Berpangkat Juru Muda golongan ruang [/a keatas
sepanjang mengenai hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf g.

2). Berpangkat Penata Muda golongan ruang [Il/a keatas
sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebaga1 -
mana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) hu¥uf
a,b,c,d,e dan f.

J). Memangku jabatan struktural satu tingkat dibawah

- Direktur atau jabatan lain yang pengangkatan dan

. - pemberhentiannya menjadi wewenang Direktur Utama

' sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin

{1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat. (4)
huruf d.
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Direktur Personalia PERUM DAMRI bagi pegawqi PERUM DAMRI

yang mclakukan pclanggaran disiplin sebagaimana dimaksud

dalam : \ ) .

1). Pasal 18 ayat (3) huruf b,c,d,e dan ayat (4) huruf
a,c dan e bdgi pegawai golongan [I1/a kebawah.

2). Pasal 18 ayat (4) huruf b - bagi pegawai yang
memangku jabatan yang pengangkatan dan pemberhentian
nya menjadi wewenang Direktur Personalia.

' ; : '

Direksi bagi pegawai PERUM DAMRI yang menimbulkan

kerugiah sebagaimana dipaksud dalam pasal 18 ayat (3)

huruf b dan pasal 18 ayat (4) huruf b.

Kepala Unit Pelaksana bagi pegawai:PERUM DAMRI yang me

nimbulkan kerugian akibat pengoperasian kendaraan milik.

PERUM DAMRI sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf d.
dan ayat (3) huruf b. .

Kepala Unit Pelaksana bagi awak kendaraan dalam
lingkungan masing - masing’ sepanjang mengenai jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf f.

Atasan langsung sepanjang mengenai jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2)
dan ayat (J) kecuali yang menjadi wewenang Direktur

Personalia sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) pasal inti.

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20 ayat (2) huruf a,b,c,d, dan e dapat
mende legasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain
dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman
disiplin dalam lingkungannya masing - masing, dengan
ketentuan sebagai berikut

1). Pendelegasian diberikan kepada pejabat atasan
dari pegawai yang melaaggar disiplin.

2). Pelanggaran yang dilakukan diancam dengan sanksi’

hukuman riagan.

Bagian Kedua .
PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN

Pasal 21 - N

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang
berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu pegawai
PERUM DAMR! yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

- %
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(3).
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(2).

(3).

(4).
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Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

bersifat tertutup dan dilakukan ,

a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat' yang
berwenang  menghukum v pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh pegawai PERUM DAMRI yang bersangkutan
akan dapat - mengakibatkan dijatuhi salah satu jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (2). . . . .

b. Secara tertulis, apabila atas pertimbdngan pejabat yang
berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh pegawdi PERUM DAMRI yang bersangkutan akan mengaki-
batkan dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan ayat (4).

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat' yang berwenang
menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari
nrang lain apabila dipandang perlu. -

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 20 ayat (2) huruf a,b,c dan d, dapat memerintahkan
pejabat bawahannya untuk memeriksa pegawai PERUM DAMR! yang
disangka melakukan pelanggaran disiplin.

+ Pasal 22
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan

jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan memper = -
timbangkan secara seksama pelanggaran disiplin vang
dilakukan oleh pegawai PERUM DAMR:. '

Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, antara lain harus disebutkan jenis
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai PERUM
DAMRI yang bersangkutan.

Kepada pegawai PERUM DAMRI yang berdasarkan hasil pemerik
saan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin,
terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman
disiplin dan dipilih pelanggaran disiplin yang paling berat.

Kepada pegawai PERUM DAMRI yang pernah.dijatuhi hukuman disi
plin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifat
nya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih
berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan
kepadanya.

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (J3) huruf b dan ayat (4) huruf b yang dijatuhkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum
dalam pasal 20 huruf ¢ dan d Untuk pelaksanaannya
ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Personaliﬁ.



(1).

(2).
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BAB VII
PUTUSAN HUKUMAN

-"Bagian Pertama . -
PENYAMPAIAN PUTUSAN HUKUMAN

Pasal 23
Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara
lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai
PERUM DAMRI yang bersangkutan.

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (2) huruf 5, dan huruf ¢, dinyatakan secara tertulis
dan disampaikan oleh' pejabat yang berwenang menghukum
kepada.pegawai yang bersangkutan. : ) :

Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat
keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang bDerwenang
menghukum kepada pegawai yang bersangkutan.

Penyampaian hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar
disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Kedua
BERLAKUNYA PUTUSAN HUKUMAN

Pasal 24
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang pegawai PERUM DAMRI
berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang

berwenang menghukum kepada pegawai yang bersangkutan.

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat
(3) dan ayat (4) apabila tidak ada keberatan dari yang
bersangkutan maka

a. Berlaku terhitung mvlai tanggal ditetapkan secara
tectulis.

b. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ~ ayat (4) huruf d mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dalam keputusan Direksi.

¢. Apabiia opegawai PERUM DAMRI yang dijatuhi hukuman
disiplin «¢idak hadir pada waktu penyampalan keputusan
hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada
hari kectujuh terhitung mulai tanggal yang ditentukan
untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.



(3).

(1).

(3).

(1).

(2).

- 26 -

Apabila pegawai yang bersangkutnan menga jukan keberatan
atas putusan hukuman yang dijatuhkan maka berlakunya sejak
tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3)dan(4)
huruf b. o

BAB VIII
KEBERATAN ATAS HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertamé .
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN )

Pasal 25 .
Pegawai yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4)
dapat mengajukan keberatan (Banding ).

Pengajuan keberatan ( Banding ) tersebut diajukan secara
tertulis dengan memuat alasan - alasan dari keberatan itu
kepada atasan pcjabat yang berwenang menghukum dulam jangka
waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung mulai tanggal ia
menerima keputusan.

Setiap pejabat yang menerima surat keberatan tersebut wajib
menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum melalui saluran herarkhi dalam jangka waktu 3
(tiga)  harinkerja terhitung tanggal ia ‘' menerima surat
keberatan itu.

Bagian Kedua
TANGGAPAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 26 .
Apabila terdapat keberatan dari pegawai yang dijatuhi
hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum
pegawai. yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas
keberatan yang diajukan.

Tanggupar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
secara tertulis dan disampaikan. kepada atasan pejabat yang
befyédang menghukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
terhéﬁung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
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BAB [X
BANDING DAN PUTUSAN BANDING

Bagian Pertama
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING

. . Pasal 27 g . :
(1). Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang telah
menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman

disiplin, wajib mengambil keputusan atas Kkeberatan yang.
diajukan oleh pegawai vang bersangkutan dalam jangka waktu
selama-lamanya 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal ia
menerima surat Keberatan itu.

{2). Apabila dipandang perlu, muka atasan pejabat yang berwenang
menghukum dapat melakukan tindakan-tindakan seperti memang
gil dan mendengar Keterangan pejabat yang bersanglutan.pega
wai yang dijatuhi hukuman disiplin dan atau orang lain vang
dianggap perlu.

Bagian Kedua
PUTUSAN BANDING :
Pasal 28
(1). Atasan pejabat Fany berwenang menghukum dapat memperluat
atau mengubah hukuman disiplin vang dijactuhkan oleh pejabat
yang berwenang menghukum.
(2). Penguatan actau perubahan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksudkan dalam avat (1), ditetapkan dengan surat keputu-
san atasan pejabat vang berwenang menghukum.

(}). Apabila pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah, dan
hukuiman vang telah dijatuhkan oleh pejabat vang berwenang
menghukum sudah sesuai dengan tingkat/jenis hukumannya,maka
dalam putusan Bandingnya dapat dijatuhi hukuman vanz lebih
berat. :

(4). Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana .dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan
keberaitan. :

. BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN
‘ Pasal 29
Apabila terdapat alasan-alasan vang Kuat, pejabat sebagaimana
dimaksud dalau pasal 20 dapat melakukan peninjauan Kembali
techadap hukuman disiplin vang telah dijatuhkan oleh pejabat

bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungan
kekuasaannya masing-masing. .
c ]
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: Pasal 30, )
(1).Bagi Pegawai PERUM DAMRI ' yang sedang menjalani hukuman
disiplin ‘yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan

ini maka hukuman yang telah dijatuhkan tersebut tetap berlaku
bagi yang bersangkutan. .

(2).Bagi Pegawai PERUM DAMRI yang meninggal dunia atau mencapai
batas usia pensiun pada waktu sedang “iénjalani hukuman
disiplin sebsgaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf
a dan f serta ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai
menjalani hukuman disiplin. : : ‘

- Pasal 31
Bagi Calon Pegawai PERUM DAMRI yang pernah dijatuhi hukuman
sedang atau berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk di
angkat menjadi Pegawai tetap PERUM DAMRI. :

" KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32 ;
Hal-hal lain yang belum cukup atau belum~diatur dalam Peraturan
ini skan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 33
Sejak ditetapkannya Keputusan int, maka semua Ketentuan yang
bertentangan dengan isi Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J AKART.A
PADA TANGGAL : 10 JUNI 1993.

nbusan : Yth ;
Japak Sekretaiis Jenderal Dep. Perhubungan, NIP.120 020 363
Japak [(nspcktur Jenderal Dep.Perhubungan,

Jupak Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

{cpala Biro Kepegauwnian Departemen Perhubungan, '
(epala Biro T.U.BUMN Departemen Perhubungan,

letua Dewan Pengawas PERUSAHAAN UMUM DAMRI.




SANKSI HUKUMAN BAGI PELANGGAR DISIPLIN
LAMPIRAN S.K.DIREKSI PERUM DAMRI No:SK.236/HK.703/DAMRI-1993

JFNIS#JEN[S PELANGGARAN

'
I

SANKS T

RINGAN

SEDANG

BERAT

0
g
1
I .. s 1

BAGI .SETIAP.PEGAWAI PERUM DAMRI (Pasal 3):
).

a.

02

Sengaja t'idak 'setia dan taat kepada Panca—
sila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemerintah Republik {ndonesia.

)

Mengutamakan Kepentingan diri sendiri/ go-
longan dengan merugikan kepentlngan Negara
atau Perusahaan. ‘

]
Mengabaikan kekormatan dan martabat Negara.
Pemerintah dan Perusahaan. '

[

Tidak mentaati peroturan perundang—undangan
dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Mengingkari sumpah/janji Pegawai Perusahaan
dan sumpah/janji Jabatan berdasarkan P€ra —
turan perundang—undangan vang berlaku.

Membocorkan rahasia Negara.Perusahaan dan
atau rahasia Jtabatan.

Mengabaikan dan tidakX melaksanakan ketentu—
an Pemerintah dan Perusahaan baik yang lang
sung menyangkut tugas kedinasan maupun vang
berlaku secara -umum.

Menolak/mengabaikan tugas dan tanggung ja—
wab vang dibebankan Xepadanya.

Lalai datam melaksanakan tugas dan tanggung
jawvabnya. sehingges menimbulkan kerugian
bagi Perusahaan

l). antara Rp.10.000.- .s/d. Rp. 500.000.-
l). antara Rp.500.000,-.s/d. Rp.1.000.000,-
J). diatas Rp. 1.000.000, -

Menimbulkan perpecahan/permusuhan diantara

sesama anggota Korps Pegawai Republik I[ndo -

nesia dan atau orang lain.
Melakukan tindakan yang bersifat SARA.

Tidak mengenakan Pakaian Dinas sesuai de -
ngan Ketentuan yang herlaku di Perusahaan.




JENIS—JENIS PELANGGARAN

S ANKS I

RINGAN

SEDANG

BERAT

Tidak mentaati ketentuan jam kerja yang
berlaku dan tidak mengisi daftar hadir /
Absensi. ..

Sengaja berbuat sesuatu yang mengganggu
suasana kerja.

Menggunakan barang—barang milik Neéara dan
Perusahaan dengan tidak berhati—hati.

.. Mengabaikan perintah kedinasan dari atasan

yang berwenang.

Sengaja tidak segera melaporkan kepada
atasan, setelah mengetahui .ada hal—=hal yang
dapat membahayakan atau merugikan Negara /
Pemerintah dan atau Perusahaan, terutama
dibidanglkeamanan. keuangan dan materiil.

' ! 2
Menolah/mcngabalkan dan' tidak segera menye—
lesaikan laporan vang dlterxma meigenai
pelanggaran disipltin vang dilakukan oleh
bawahannya.

Tidak ddpat bertindak tegas, berlaku tidak
adil dan Xurang bijaksana terhadap bawahan.

Tidak dapat membimbing:bawahan dalam melak
sanakan tugasnya.

!
Tidak mendorong / qemotivasi bawahan untuk
meningkatkan prestasi kerjanya.

Sengaja tidak memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan kariernya.

Tidak dapat dijadikan sebagai contoh serta
teladan yang baik bagi bawahan.

Sengaja berbuat sesuatu yang tidak pantas
dimata masyarakat dan atau melakukan perbu
atan yang dapat mengganggu/merugikan kepen
tingan masyarakat.

Tidak menghayati dan melaksanakan 5 {(lima)
Citra Manus.a Perhubungan dengan baik.

¥




S ANKS I

JENIS—JENIS PELANGGARAN . ' ,
. ' RINGAN | SEDANG | BERAT

-Pasal.4 : . .o , C- -

Melakukan hal-=hal yang dapat _menurunkan - - *
kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah
Perusahaan atau Pegawai. o

Meyaléhgdhgkan wewenangnya. ‘ - - *
1 H

Tanpa seijin Direksi menjadi Pegawai atau - . -

bekerjq;huntuk negara asing dan diluar

PERUM' DAMRI . ; '

Menyal&hgunakan barang—barang, uang, atau - 9 - *
surat—suftat berharga milik Perusahaan.

!.l . . ) ]
Memilikil,, menjual, membeli: menggadaikan, - - *
menyewakan atau meminjamkan barang—barang
dokumen, atav surat—surat berharga milik

Perusahaan secars tidaﬁ'syah.

Melakukan kegiatan bersama'dengan atasan, - * 3
teman  sejawat, balwahan atau orang lain
didalam maupun diluar lingkungan Kkerjanva
dengan tujuan untuk Keuntungan
pribadi,golongan atau pihak lain,yang
secara langsung atau tidak<langsung
merugikan Negara dan Perusahaan.

Melakukan tindakan yang bersifat 'negatif * = -
dengan maksud membalas dendam terhadap
bawahannya, atasannya atau orang lain
didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.

3

Menerima/member i hadiah atau sesuatu - s -
pemberian berupa apa saja dari/kepada
siapapun juga yang diketahui atau patut

dapat diduga bahwa pemberian itu
bersangkutan atau mungkin bersangkutan
dengan jabatan atau pekerjaan Pegawali

Perusahaan vang bersangkutan.

Memasuki tempat -~ tempat perjudian, prosti - * -
tusi dan tempat—=tempat lain yang dapat men—
cemarkan kehormatan atau mactabat Pegawa i

Perusahaan,kecuali untuk Kepentingan dinas.
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Melakukan atau sengaja tidak melakukan sua
tu tindakan yang dapat mengakibatkan terha
langnya atau mempersulit salah satu pihak
yang dilayaninya, sehingga menimbulkan rasa
kecewa/kerugian bagi yang bersangkutan.

Menghalangi oerjalannya tugas kedinasan.

Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia
Negara/Perusahaan yang diketahui karena
Kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi
golongan atau pihak lain.

Bertindak selaku perantara bagi sesuatu
pengusaha atau golongan untuk mendapatkan
pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan-

Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang
Kegiatan usahanya berada dalam ruang ling—
kup kekuasaannya.

Memiliki saham suatu perusahaan yang kegi—
atan usshanya tidak berada dibawah lingkup
kekuasaanya yang jumlah dan sifat pemilikan
nya itu;sedemikian rupa sehingga melalui
pemilikan' ‘saham tersebut dapat langsung
menentuka& penyelenggaraan atau jalannya
perusaha

Melakukan keglatan usaha dagang baik secara
resmi maupun sambilan, menjadi Direksi,
Pimpinan ;atau Komisaris perusahaan swasta
bagi PeJabat Perusahaan satu tingkat diba—
wah Dxreksz keatas.

Melakukan kegiatan tersebut dalam huruf p
bagi Pejabat Perusahaan /dua tingkat dibawah

Direksi kebawah tanpa sexJ1n/melapor kepada
Dircksi. )

Melakukan pungutan_tkdak sah dalam bentuk
apapun juga dalam melaksanakan tugasnya
untuk Kkepentingan pribadi, golongsan atau —
pun pihak lain. )

Ao
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. Meminum minumun keras, mengisap ganja,

menggunakan obat bius dan yang sejenisnya
pada waktu dinas atau diluar dinas.

Membawa senjata api atau sejenisnya tanpa
dilindungi surat—surat yang syah dari yang
berwajib.

Melakukan perjudian didalam dan disekitar
pekarangan Perusahaan baik diwaktu dinas
maupun diluar dinas.

Melakukan pemogokan atau yang sifatnya
memperldmbat Negiatan usaha, sabotase atau
sejenisqya. i
Merusak _bhrang milik Perusahaan dengan
sengaja,qthu karena kecerobohan dalam peng
gunaannya; sehingga mengakibatkan kerugian
bagi Perblsahaan.

Berambut panjang (gondrong) sampai menutupi
leher/krag baju bagi pegawai pria.

Memberikan dan atau membuat/menandatangani.
surat Keterangan palsu atau yang dipalsu -
untuk kepentingan pribadj, golongan atau -
pun orang lain.

Menggelapkan barang Bawaan/bagasi milik pe-
numpang atau orang lain yang dilayaninya.

BAGI PETUGAS PENGEMUDI (Pasal § ayat 1):

a.

Terlambat hadir dan mengakibétkan:tertun—
danya pemberangkatan kendaraan / bus.

Tidak membawa surat—surat kendaraan dan
atau perlengkapan operasi.

Mengemudikan kendaraan/bus dal=zin keadaan
mabuk/tidal: wajar.

Mengabaikan kecselematan kendaraan dan pe—
numpang didalam mengemudikan kendaradp/bus.
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m.

]
Mengabaikan Kebersihan kendaraan.

Bersikap kasar / tidak sdpan terhadap
penumpang, awak bus dan petugas.

: . N . ;
Mecngabaikan .isyarat—isyarat dan tanda—
tanda yang diberikan kondektur atau
pembantu.pfngemudi. .
!, deak muntaatx/mungaba1lan tata tertibd

lalu hlhtas
2. Mclanggar lampu mbrah/ Trafic Light.
3. Tidak @embd“a perlengkapan/Kotak PPPK.

[ ,

1. Tidak antnati Time Table' / Jam — jam

perjuianan.
2. Memotong jalur/menyimpang dari trayek.

* }

Sengaja / memaksa menjalankan kendaraan
diatas tanah lunak atau diatas galian yang
baru ditimbun dan mengakibatkan kerusakan/
Kerugian bagi PerusaHaan.

Mengabaikan/membiarkan instrumen/alat—alat
pengontrol pada Dashboard dalam keadaan
rusak dan tidak berfungsi.

Sengaja tidak memberhentikan kendaraan dan
melakukan checking pada saat terdapat
acjala—-gejala kerusakan schingga
menimbulkan kerusakan lebih parah terhadap
kendaraan. :

Membiarkan / menterlantarkan penumpang
menunggu perbaikan kendaraan yang rusak di
perjalanan lebih dari 2 (dua) Jam.

Sengaja tidak melaporkan gangguan
kerusakan yang’ tidak dapat diperbaiki
sendiri kepada pimpinan/setasiun terdekat
untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut.

Meninggalkan kendaraan/bus yang rusak/mogok
dijalan tanpa alasan yang dapat diterima.
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p. Sengaja.tidak menghentikan kendaraan / bus - - *
pada saat terjadi musibah Kecelakaan
kendaraan yang mengakibatkan kerugian bagi .
pihak la1n/Perusahaan
q. Sengaja t1dak melaknkan tindakan - * -
pertolongﬁ' kepada penumpang / korban
kecelakaan | .yang sangat ~fmembutuhkan
pertolonghn. '
b } "
. '| .
r. Lalai mefaporkan pefistiwa’ kecelakaan - * -
terscbut kepada Pimpinan - Perusahaan
menurut cara cara dan bentuk yang telah
ditetapkan bersama—sama dengan kondektur
(AP/3). ‘ ,
! .
s. MenolaKk untuk memberikan bantuan terhadap - * =
(penumpang): kendaraan/bus DAMRI . lainnya
yang sedang mogok/keccla}aan ditengah
perjalanan dengan ala%an vang tidak dapat
diterima.
t. Menghentikan Kkenrndaraan pada Kalte /shelter * - -
secara ceroboh dan tidak berhati—hati
sehingga menimbulkan kerugian { Dbagi
Perusahaan.
u. Memarkir kendaraan secara tidak tertib/ * - =
sembarangan’ dan merugikan pihak lain/
Perusahaan. '
V. E -

Tidak memahami pengisian LMB.

Pasal 5§ ayat 2:

a.

O

Meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat
diterima.

Mengulur wak tu pemberangkatan kendaraan /
bus.

Menyerahkan / menyuruh orang lain yang
tidak berhak/tidak mendapat perintah dari
pimpinan untuk mcngemudikan kendaraan/bus.

Mengemudikan kendaraan/bus mclewat1 batas
kcccpatnn vyang ditentukan.

(N |
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.

bl

3

L

Berbicara dEhgan penumpang/awak kendaraan
lainnya sefﬁmg dalam perjalanan.

Berbuat lain yang dianggap tidak sopan
atau mengganggu ketertiban dalam kendaraan
(misal:bersiul,bernyanyi dan lain=lain).

. I
Melilitkan handuk/sapu tangan dileher atau
sejenisnva. '

b %
Memungut uang penjualan karcis.Kecuali yang
bertugas rangkap sebagai kondektur. .,

f .

Menerima wuang dari Kkondektur yang ‘bukan
haknya mcnuriét hukum dengan dalih apapun
dan cara bagaimanapun.

Mempergunakan waktu istirahat yang disedia
Kan untuk Kepentingan lain yang tidak ada
kaitannya dengar tugas kedinasan.( misal:
,Jberjudi, berpesiar Jdan semacamnya ).

Meninggalkan tempat menginap yang ditunjuk
tanpa seijin Pimpinan Pcnginapan /
Perusahaan dan tidak bLerada ditempat pada
saat dibutuhkan dinas.

Mengisi bahan bakar tidak sesuai dengan
angka/jumlah liter yang tercantum dalam
Kupon/nota pembeiian.

Menggunakan londektur tidak resmi/liar.

Melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap
pegawai/pengawas PERUM DAMRI atau penumpang

Melarikan diri paaa saat terjadi Kkecelakaan
tanpa langsung melapor pihak berwajib.

Merubah,memindahkan atau merusak perlengka
pan bus tanpa ijin atasan langsung.

Meninggalkan kendarsan/bus dijalan umum tan
pa alasan yang dapat dibenarkan.

Menyimpang dari route yang telah ditetapkan
tanpa scijin atasan langsung.

%
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Menambah juml!ah rit operasi tanpa seijin
atasan langsung. - '

Menggelapkan dan tidak ményetorkan uang
hasil pendapatan kendaraan/bus kepada pe-
tugas yang ditunjuk.

BAGI PETUGAS KONDEKTUR (Pasal 6 ayat 1):

a.

Terlambat'® . hadir dan mengakibatkan
tertundanya ‘pemberangkatan kenda:aan.

. ] . ‘
Tidak membawa Kartu jadwal waktu, dafgar
tarif, Kar¢is dan surat—surat serta
perlcngkapmn‘kendaraan}lainnya. .

Tidak me l'akukan koordinasi yang baik
dengan pengemudi tentang persiapan dan
perlengkapan kendaraan.

Sengaja menunda pemberangkatan kendaraan
tanpa alasan yang dapat diterima.

Tidak menjual karcis' dan memungut bea
angkutan penumpang, bagasi/paket menurut
tarif yang berlaku . meskipun perjalanan
sudah lebih dari S KM (Khusus 'Antar Kota).

f

Membiarkan penumpang berebut tempat duduk.

Bersikap kasar dan tidak sopan terhadap
penumpang, awak kendaraan maupun petugas.

Memuat penumpang dan barang/bagesi melebihi
daya angkut kendaraan.

Lalai mencatat dalam LMB untuk semua atau—
pun sebagian dari penumpang/barang.
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n.

Tidak mampu imiAciptakan suasana yang nyaman

serta tidak mampu mengatasi rintangan-rin—

tangan’'yang .mengganggu perjalanan, sehing
ga menimbulkan kekecewaan penumpang dan me—
rugikan bagx Perusahnan

Memberi 1sy rat / tanda kepada pengemudi
secara tlda berhati—hat.i. i

'
I

l).TiHak dthaati timc table yang berlaku.
' l

2). Memo\ong Julur/trayek yang tidak seha—

rusnya qllalulnva (; bukan jurusannya: ).

Mengabaxkan/lalat menjaga kebers1han kenda -
raan baik bagian dalam maupun bagian luar
selama dalam perjalanan. )

|
Scngaja membiarkan adqnva coretan-coretan,
tulisan—tulisan dan lain=-lain yang
sifatnya sama Kecudli atas instruksi
Pimpinan Perusahaan. :

Tidak bersedia membantu pehgemudi pada
saat terjadi storing/gangguan kecil atas
kendaraan selama dalam perjalanan. !

Pada saat kerusakan tersecbut tidak dapat
diperbaiki dalam waktu setengah jam,
kondektur dengan sengaja melakukan hal-hal
sebagai berikut :

Tidak bersedia memberikan penjelasan

kepada penumpang sechingga menimbulkan
kericuhan. .

Tidak mengembalikan uvang kepada
penumpang sebanyak bea angkutan sehingga
.merugiknn nama baik perusahaan.

Tidak mengatakan/menyatakan permintaan
maal kepada para penumpang schingga
menimbulkan rasa tidak puas penumpang.

Tidak mengusahakan angkutun lanjutan
bagi penumpang—pcnumpang tersebut.
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L
5. Tidak mengusahakan: :agkutan lanjutan - * -
dengan alasan keuange- yang terbatas.
6. Sctelah tugas—tugas diatas - diselesaikan - * -

kondektur lalai melapsrkan kepada Pimpi—
7an Sctasiun terdekat schingga mengham —
bat perbaikan %enrdara:n tersebut/operasi
onal selanjutnys

Bila terjadi kecelakaan tendaraan/bus :

1. Tidak bersedia meaxber:kan pertolongan
pertama kepada para pinumpang.

~o

Membiarkaen para pcnumrang meniadi Yorban
Kecelakeaan. -

J. Lalai mengamankan sem.a barang—barang
bawaan/bagasi milik peaumpang.

3.

i.alai mengamankan uang nasil angkutan /
Uang Pendapatan yvang sda.

5. Lalai membuat laporezn bersama — sama
dengan pengemudi tenteng -sebab—sebab dan
akibat kecelakaan sestai dengan bentuk —
bentuk yang berlaku (:2/10).

Tidak bersedia membactu kendaraan/bus
DAMR1 lain yang mogok/:rusak diperjalanan
tanpa alasan yang dapat ”zterlma.

Setelah kembali dari cperasn/kembali ke
Setasiun/Pool

1. Lalai menyetorkan uang pendapatan
hasil anghkutan kepade Kepala Setasiun /
petugas yang ditunjuk.

o

Tidak menyerahkan sise—sisa karcis dan
bonggo! Karcis yang terjual kepada
Kepala Setasiun/petuges vang ditunjuk.
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"3. Tidak menyerahkan Laporan Muatan Bus

(LMB)tanpa alasan yang dapat diterima.
4. Lalai membuat dan mengisi Daftar
Penjualan Karcis (DPK) Bentuk AK/13
sesuai dengan kenyataan dan penyerahan
Kepada - petugas yang bersangkutan.

S. Tidak menyerahkan Kembali surat—surat
kendaraan/bus dan perlengkapan lainnya.
[}

Pasal 6 ayat‘Z S

a.

h.

Meninggalkan tugas tanpa alasan vang dapat
citerima / dibenarkan.

Mengemudikan  kendarvaan/bus  didalam/diluar
pool. !

Melaksanakan tugas / operasi tanpa membawa
Laporan Muatan Bus (LNMB)
Membiarkan penumpang tanpa karcis yang syah

¢

Menjual karcis palsu/bekas.

Memungut Dbea angkutan bertentangan dengan
Ketentuan yang berlaku.

Merokok waktu berdiri atau sedang memberi
kan karcis dan memungut uang karcis dari
penumpang.

Melakukan kecurangen —kecurangan dari hasil
penjualan karcis dan bagasi/barang yang
merugikan bagi Perusahaan dengan dalih
apapun juga. .

!. Mcmpergunakan Uang; Pendapatan Perusahaan
(UPP) untuk biaya biaya di perjoalanan di-
luar biaya-biaya yang diijinkan.

2. Mempergunakan UPP untuk kepentingan pri-
badi/bukan untuk Kkepentingan dinas.

Menggelapkan uang hasil operasi bus.

Merobah catatan/mencorect—coret LMB.

¥

»

I
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Menyetorkan . / memberikan vang dari hasil
engkutan kepade pengemudi/orang lain/pihak
lain sesama perusahaan yang bukan haknya
menurut hukum dengan dalih apapun dan cara

bagaimanapun juga.

Menambah bangku/kursi tempat duduk didalami
Kendaraan/bus. L

Memperhentikan bus / kendaraan bukgn pada
tempat pemberhentian / stanplat yang telah
ditentukan. ] ’

Menaikan penumpang berlebihan sehingga
dapat .membahavakan penumpang bus. 4
Membiarkan penumpang bergelantungan diluar
pintu atau berjube] dipintu bus..

Bersikap kaser, memeb i stau menghina icnum
pang bus / petugss.

Melakukan pemukulen dan penganiayaan
terhadap penumpang bus atau petugas.

Melakukan penyuapan Kepada Petugas atau
Pengawas yang sah.

Melilitkan handuk/sapu tangan dileher atau
semacamnya.

Berbuat lain vang dianggap tidak sopan atau
dianggap mengganggu ketertiban dalam bus
( misel: bernvanyi, bersiul, bercanda dan
semacamnya ).

Mempergunakan w~aktu istirahat yang disedia
kan untuk kepentingan lain |, misal : Berjudi
berpesiar dan semacamnya.

Meninggalkan tempat menginap yang ditunjuk
tanpa seijin Pimpinan penginapan /
Perusahaan dan tida) berada ditempat pada
saat dibutuhken dinas.
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BAGI PETUGAS PEMBANTU PENGEMUDI (Pasal 7 ayatl):

a.

d.

Terlambat hadir dan mengakibatkan tertunda—
nya pemberangkatan kendaraan/bus.

Tidak membawa surat—surat serta perlengka—
pan lain yang dibutuhkan. ,

Tidak bersedia membantu dan melayani
kebutuhan pengemudi dalam " mempersiapkan
kendaraan yang akan dioperasikan untuk
memperlancar perjalanan kendaraan.

Bertindak kurang hati—hati dalam membantu
pengemudi selama menjalankan kendaraan/bus
dengan memberikan aba—aba/isyarat—isyarat
lalu=lintas.

Tidak membantu pengemudi untuk memperbaiki
Kendaraan pada saat terjadi kerusakan /
gangguan kenda;aan selama dalam perjalanan.

’

Bertindak kasar dan tidak sopan kepada

penumpang yang akan naik/turun serta Kkuranyg
berhati—hati dalam membantu menaikan/menu—

runkan barang bawaan/bagasi.

Membiarkan penuhpang duduk/berdiri secara
tidak tertib dan mengabaikan keselamatan
penumpang lainnya.

Menutup pintu kendaraan kurang hati~hati
sehingga menimbulkan keccelakaan.

Mengabaikan segala petunjuk yang diberikan
oleh pengemudi /kondektur “maupun  petugas
lain dari Perusahaan.

Pasal 7 ayat 2:

Mcninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat
di tevima.
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BAGI PETUGAS PEMERIKSA ANGKUTAN
(Pasal 8 ayat 1)

Secara memaksa mengequikan kendaraan yang
bukan tugas dan haknya. :

Menambah bangku/kursi tempat duduk didalam
kendaraan/bus. »

Memungu't uang penjualan karcis dari penum—
pang kecuali bagi mereka yang bertugas
rangkap sebagai kondektur.

Menerima |uang dari kondektur yang bukan
haknya . nienurut hukum dengan dalih apapun
dan caralbagaimanapun.

Merokok waktu berdiri atau sedang melayani
penumpang,.atau menaikan/menurunkan barang
bagasi.

Melilitkan harduk/sapu tangan dileher atau
semacamnya. ‘

)

Berbuat lain yang dianggap tidak sopan
atau dianggap mengganggu ketertiban
didalam kendaraan/bus (misal:bersiul,

bernyanyi, bercanda dan sebagainya).

Meninggalkan kendaraan / bus dalam keadazan
kosong dan tidak.terkunci.

7

Tidak berada dalam Pos Pemeriksaannya.

Tidak memahami/mengetahui prosedur. pelak—
sanaan angkutan.

Tidak membawa Surat Perintah Perjaianan
Dinas/Surat Perintah Tugas,bentuk — bentuk
yanyg ditetapkan olch Perusahaan seperti
Tanda bukti pecmeriksaan bus (AP/4), Nota
pelanggaran (AP/7), Karcis Suplisi (AP/S8),
Laporan hasil pemcriksaan angkutan (AP/9)
dan bentuk yang berhubungan dengan pemerik
saan angkutan.

-
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Lalai mengisi semua bentuk-bentuk pada
butir ¢ diatas sesuai dengan ketentuan.

Tidak melakukan penelitian,. pengujian,
penilaian " atas keadaan yang sebenarnya
dibandingkan dengan yang seharusnya
dilakukan , untuk selanjutnya dibuatkan
laporan. 1 g

Melaksanakan tugas dengan lamban dan:
menghambat perjalanan kendaraan / bus.

.
1

Pasal 8 ayat 2

a.

Menerima vang dari petugas /awak kendaraan
yang bukan haknye menurut hukum dquan
dengan dalih apapun dan cara bagaimanagun.

Menyuruh orang lain Yukan Pegawai PERUM
DAMRI untuk melakukan pemeriksaan angkutan
terhadap kendaraan yang sedang menjalankan
dinas angkutan. ‘

Melakukan pemeriksaan angkutan menyimpang
dari tugas yang ditetapkan dalam Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)/ Surat
Perintah Tugas (SPT).

Melakukan kelalaian dalam pemeriksaan
angkutan dengan tujuan memberi
kesempatan kepada petugas/awak kendaraan
untuk melakukan kecurangan dengan atau
tar.pa imbalan. -

Menambah Uang Pendapatan Perusahaan (UPP)
dalam LMB tanpa membuat nota pelanggaran
(AP/7)dan karcis suplisi (AP/8)bagi penum—
pang yang telah naik lebih dari S(lima)Km.

Melaksanakan tugas sccara lamban dan atau
menahan kondektur/pengemudi dengan alasan
yang tjdak Jelas yang dapat menghambat
waktu perjalanan kendaraan.
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BAGI PETUGAS TIMER (Pasal 9- ayat 1)

a. Terlambaf;hadir dan mengakibatkan tertunda - * -
nya pemberangkatan kendaraan/bus.

b. Tidak mengetahui/memahami prosedur pelaksa ¥ - -
naan angkutan serta pengoperasian bus. .

¢c. Tidak membawa Surat Pcrxntah Tugas (SPT), - * -
bentuk—bentuk yang ditentukan oleh Perusa-—
haan,dan perlengkapan lain yang dxperlukan
dalam melaksanakan tugasnya.

d. fertindak kasar/tidak sopan dalam memberi-— - * -
kan penerangan—penerangan dan petunjuk— pc—
tunjuk vagi calon penumpang.

(-]

Mengatur parkir kendaraan tidak pada tempat * - -
yang telah ditentukan dan tidak tertib.

{. Tidak jelas/tegas dalam memberi isyarat [/ - * -
aba—aba pemberangkatan kendaraan kepada
pengemudi yang telah tiba gilirannya untuk
berangkat.

g. Mengabaikan interval / tcnggang waktu - * -
pemberangkatan masing—-masing kendaraan
sehingga menimbulkan kekacauan.

0. Lalai merncatat dan _membubuhkan parafl pada - * -
Laporan Muatan Bus (LMB)masing—masing
kendaraan yang dioperasikan pada saat itu
mengenai jam berikut jumlah penumpang
pada saat pcmberangkatan.

Pasal 9 ayat 2

a. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat - & -
diterima,

b. Menyuruh orang lain bukan Pecgawai PERUM - * -
DAMRI untuk melakukan tugas sebagai Timer.
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~c. Melakukan tugas yang menyimpang dan tidak - * -
. sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT)
atau Daftar Giliran Bekerja (DGB) yang
ditetapkan oleh Pimpinan.
d. Memungut uang/bea angkutan dari penumpang - * -
! yang bukan tugasnya dengan dalih apapun dan
| cara bagaimanapun juga.
| .
~e. Memberi Kkesempatan kepada petugas /awak - * -
, kendaraan / bus dengan tidak atau
. mencatat/menulis jumlah penumpang dan
, jam perjalanan pada LMB tidak sesuai
| dengan kenyataan yang sebenarnya.
{ f. Menerima uang dari Pengemudi / Kondektur / - & -
‘ Pembantu Pengemudi atau petugas lainnya
yang bukan naknya menurut hukum
dengan dalih apapun dan dengean cara
bagaimanapun juga.
: [ Mclnkukﬁn perbuatan  / tindakan yang - & -
| bectentangan  dengan ketentuan=Yetentuan
i yang berlaku di Perusahaan dan atau
, peraturan lain yang berlaku.
: h. Memperlambat laporan hasil kegiatan tugas - * -
| yang dapat merugikan Perusahaan
} dengan dalih aparun.
- i. Menangani / menyelesaikan sendiri penemuan * - -
| masaiah peclanggatan Jisipiin petuzas/awak
. kendaraan atau hal-hal lain yang merugikan
| / merusak c¢ilia Ferusahaan tanpa melaporkan
‘ nya Kepada atasan secara herarkhi.
BAGI PETUGAS SATUAN PENGAMAN (Pasal 10 ayat 1):
A. Lalail menjaga keamanan dan ketertiban di - - ¢ -
datam Kantor/Pool/Depot.,
L. Sengaja tidak mencatat/mengamati setiap t - -

kendaraan yang keluar/masuk Kantor/Pool.
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d.

i.

Sengaja tidak mengawasi Pegawai yang keluar
/masuk Kantor/Pool/Depot.

Lalai mengawasi para penumpang yang keluar
/masuk Pool/Depot.

Tidak tertib dalam mengatur kendaraan,Bus,
tamu, dan Kendaraan Dinas.

Lalai mencatat tamu—tamu yang keluar/masuk
Kartor/Poo]l/Depot.

'
'

Sengaja/lalai melaporkan kepada Pimpinan
Perusahaan bila ada sesuatu kejadian
gangguan ' keamanan dan ketértibsn atau
pelanggaran tata tertib yang telah dan
atau akan'dapat membahayakan Perusahaan"

Tidek melaksanakan jadwal/giliran jaga
secara tertib dan tepat -waktu.

Tidak berpakaian Scragam‘Dinas.

Pasal 10 ayat 2

a.

Meninggalkan Pos Jaga tanpa alasan yang
dapat diterima/dibenarkan. '

Bersikap kasar dan tidak simpatik.

Melakukan tugas—tugas pemeriksaan angkutan
di lapangan. .

Mehakuknn kegiatan—kegiatan dalam keuangan
lan penjualan karcis atau yang sama maksud
nya yang depat merusak citra SATPAM.

Tidak nclaporkan kejadian—kejadian /
peristiwa Laik yang telah ataupun
akan terjndi yanp patut diduga atau
mungkin akan dapat menimbulkan gangguan

keamanan dar ketertiban ataupun keru%tian
bagi Perusahaan.

Mengadakan / membiarkan tempat / loKasi
penjagaan.untuk dipergunakan sebagei arcna
perjudinn dan atau bermabuk—mabukan.

S ANKSI
RINGAN| SEDANG | BERAT
* - -
* - -
- x -
X = -
- 3 -
- * -
- % -
- 3 -
£ = -
- z -
- 3 -
- * -
- - *
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BAGI PETUGAS OPERATOR/KOMUNIKASI
(Pasal 1t ayat 1)
a. Mematikan/tidak menghidupkan a.at komunika-— = x -
si tarpa alasan yang dapat diterima.
b. Lalai mencatat berita-berita penting vang * - -
perlu disampaikan, sehingga mengakibatkan
informasi yang keliru.
c¢. Mencrima dan menyampaikan berita melalui ¥ - -
alat komunikasi secara bertele—tele ( ter—
lalu lama ) schingga menghambat para pema
kai yang lainnya. ;
d. Tidak menyampaikan berita yang scharusnva - . -
disampaikan tepat pada waktunya, sehingga
mengakibatkan terhambatnya tugas dinas. B
{
c. Tidak scgera melaporkan tentang gangguan - ¥ -
kerusakan pada alat Xkomunikasi schingga
mengganggu kKelancaran dinas.
Pasal 11 ayat 2
a. Meninggalkan tempat tugas tanpa alasan - C -
yang dapat diterima,
b. Menyamphikan berita yang tida% benar. - ® -
¢. Sengaja tidak menyampaikan herita yang - & -
perlu disampaikan.
d. menggegunakan alat Komunikxasi  bukan untuk - & -
kepcntingan dinas.
¢c. Menggunakan alat Komunikasi dengan bahasa - £ -

dan kata-kaca yang tidak pantas diucapkan.

f. Mcimbuka komunikasi scntral tanpa ijin.

BDAGT PLEIJABAT PEMANGKU KUASA ADMINISTRATIE
( PKA ) :Pasal 12 ayat 1

u. Melakurkan/mengadakan ... . ... ... e e
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o,

Mcelakukan/mengadakan pengeluaran uang
Perusahaan tanpa menetapkan Ketentuan -
ketentuan dan formulasi—~formulasi tentang
tujuan penggunaan, besarnya jumlah, biaya
spesifik, dan syarat—syarat yang perlu
dimuat daiam sctiap perjanjian yang
berakibat pengeluaran vang.

Menetapkan perintah—perintah untuk melaku—
Kan tindaken—tindakan yang berakibat penge
luaran uvang untuk hal-hal yang Kurang ber-—
manfaat bagi Perusahaan.

Tidak melakukan koreksi terhadap hasil-=ha-

sil perundingan berupa naskah—naskah perjan
jian yang akan ditutup untuk berlaku mengi—
Kat dan herakibat pengeluaran uang.

Tidak melavolan penguiian terhadap segnla
tagihan—tagihan yang ditujukan terhadap
PERUM DAMRT.

Melakukan penyimpangan—penyimpangan dari
ketentuan—ketentuan yang terdapat dalam
Perdin PN.DAMRI Nomor :001 Tahun 1980 ten
tang Tugas idan Kewajiban Pemangku Kuasa Ad
ministratif (PXA) dan Pemangku Kuasa Komta
bel (PKK).

Pasal 12 ayatfz {

a.

Menyelenggarakan sendiri wewenang mengguna
kan vang dengan cara—-cara yang menyimpang
dari proscdur pengeluaran uang Perusahaan.

Mengadakan pcageluaran uang untuk biaya -
biaya yang tidak termasuk dalam Rencana —
Kerja dan Anggaran Pe'rusahaan.

Mengadakan pengeluaran uang ‘untuk biaya—
biaya yang Jjumlahnya melebihi anggaran
yang telah ditetapkan. .
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BAGI PEJABAT PEMANGKU KUASA KOMTABBL.(,PKK )
Pasal 13 ayat 1

a. Tidak me lakukan pemeriksaan terhadap - * -
svarat syarat bukti keuangan, bukti :
penerimaan (Bpru) dan bukti pengeluaran

(Bplu) sebelum dipergunakan sebagai bukti
Nas Penerimaan dan Pengeluaran.

b. Sengaja tidak melakukan penelitian dan - 4 -
pemeriksaan terhadap semua pengeluaran
yang akan dilaksanakan.

L]

C. Mengebaikan persvaratan bukti—bukti tran - * - -
saksi.

d. Membiarkan adanya Kesalahan/coretan jumlah * - 00 s
perhitunganpn yvang tercantum dalam bukti-—
bukti transaksi. A -

¢. Lalai du'lam menelit: dan . memeriksa Cox - -

kebenaran Pos Pembukuan yYang tercantum,

f. Menggunakan Bukti Kas Pengganti Kwitansi - * -
tanpa m2lampirkan nota/faktur pembavaran
Kepuda pinak ketiga.

&. Tidak m2ngcembalikan buk:f—bukti transaksi - % =
Yeng mengandung cacat / kesalahan kepada
penagih. ‘
)
h. Menyimpang dari ketentuan—ketentuan yang - 2 i -

terdapat dalam Perdin PN.DAMRI Nomor :001
Tahun 1980 téntang Tugas dan Kewajiban
Pemangku Nuasa Administratif (PRA)dan
Pemangku Kuasa Komtabel (PKK). .

Pasal 13 ayat 2

AL Menggunakan Bukti Kas Pengganti Kwitansi - * -
secara menyimpang dar i Ketentuan—Ketentuan
yang bertake, baijk mengenai jumlah angka ru
piahnya/jenis barang/pihak penerimanva.,

~
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L. Membukukan Bukti Penerimaan (Bpru) dan x - .=
Bukti Pengeluaran (Bplu) tanpa mengenakan
verifikasi terlebih dahulu.

c. Membuat dan menandatangani kwitansi atas = * -
rama orang lain / pihak lain dengan maksud
untuk digunakan sebagai Bukti Pengeluaran
(Bplu).

d. Mcnyelenggarakan pembukuan terhadap bukt i~ = * : e
bukti transaksi tanpa persctujuan  pejabat
Pemangku Kuasa Administrasi (PKA).

¢. dMenumpuKk bon — bon yang belum dapat dibuku * - =
kan dalam perhitungan sisa kas lebih dari
24 (dua puluh empat) jam,

M. Membukukan bukti=bukti transaks: yang sudah
Kadaluarsa Luaik tanggal,bulan dan tahunnya.

2%

3AGlI PETUGAS PEMEGANG KAS (Pasal 14 ayat 1):

1. Tidak tertib dalam mengadakar pembukuan / - ¥ -
pencatatan terhadap penerimaan/pengeluvaran

uang Perusahaan sehingga menimbulkan banyak
coretan—coretan.

). Tidak mengesahkan / melaporkan Kepada - * -
pejabat PKA / PKK atas catatan / pembukuan
penerimaan dan pengeluaran uvang Perusahaan.,

Mengadakan pembayaran / pengeluaran uang - * -
Perusahaan .tanpa persetujuan pejabat PKA / '
PKX. . '
i
Mengebaikan pencocokan laporan sisa kas - * -

dengen sisa. kas yang Seharusnya/scbcnarnya.

asal 14 ayat 2

Tidak sctor/menunda penyctoran uang hasil - L -
pendapatan yang diterima tepat pada waktu
yang telah ditentukan.
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BAGI PETUGAS PENGADAAN / PENYIMPANAN BARANG

Menahan/mengeluarian uang Perusahaan tanpa
seijin atasan yang berwenang/berhak.

Menggunakan uang Perusataan diluar Ketentu
an Perusanhaan vang hHer'alu.

Tidak membuat laporan vang sebenarnyva.

Menyimpan / menerima titipan uang vang
bukan milik Perusanaan didalam Brankas.

-

PERSEDIAAN (Pasal 15 ayat 1):

a.

w

MelaXsanakan pengadaan barang~barang yvang
dibutuhkan oleh Perusahaan tanpa  prosedur
yang berlaku di Perusaihaan.

Tidak melakutan penzlitian dan pemeriksaan
atas kebenaran Larang=varang tersebut
secara schsama. baik mengenai jumlah.
jenis,kwalitas ser:a narga barang dsngan
nota pesanan maupurs nota/fakcur
pembeliannyva.

I
Tidak melakukan penyimpanan yang baik atas
barang—~baranyg persediaan. .

Tidak membuat identitas/label barang serta
Kartu=Vartu persediaan harang.

Tidak melaxukan pencatatan secara tertibd
terhadap semua pongeluaran dan penerimaan
barang berdasarkan etentuan yang berlaku
di Perusahaan.

i
Tidak melakukan Stock Opnamme/pencocokan
secara periodik antara laporan / ~hasil
pencatuatan dengian keadaan vang seharusnva/
sebenarnya. !

Lalai mengaga/melindunygi barang—-barang per—

sediaan dari Kerusakan/hahaya kebakaran.

’




P es e L e e et e e - DY RSP SR
o vt - ——— s = e e - —— ey

- 25 —

JENTS--JENIS PELANGGARAN

S ANKGS I

RINGAN

SEDANG

BERAT

a.

L.

a.

Pasal 15 ayat 2

Melakukan pengadaan/pembelian barang barang
Perusahaan secara [iktif. '

Menambahkan jumlah harga barang dengan
yang tidak secbenarnya dalam bukti nota/fak
tur pembelian.

Menukar barang-barang yang dibeli dengan
barang—barang yang sama tetapi mutunya ti-—
dak sesuai dengan vang dicantumkan didalam °
nota/faktur pembelian.

Memviarkan bavang—barang persediaan becada
pada tempat yang Kurang aman/tidak ter[in-
duny.

Menerima/menyimpan barang—barang yaag bukan
milik Perusahaan pada tempat penyimpanan
burang persediaan. :

|

Mencampur / menyimpan barang—barang bekas
dengan barang barang perscdiaan yang masih
belum terpakai pada tempat yang sama.

Mengeluarkan barang — barang persediaan
tanpa prosedur yang sah dan atau tidak se-
suai dengan bon permintaan barang yang te-
lah disahkan/disetujui atasan.

BAGI PETUGAS MEKANIK/TEKNIK (Pasal 16 ayat 1):

Menolak untuk melaksanakan gerawatan kenda
raan/bus sesuai dengan jadwal kerja.

Tidak segera meclakukan pemeriksaan Kerusa-—
Kan kendaraan/bus sesuai dengan Laporan Pe
ngemudi .

Sengaja tidak melaporkan hasil pemeriksaan
kepada atasan langsung dengan tujuan untuk.
menghindari pekcrjaan yang lebih berat.
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Tidak bersedia melaksunakan perbaikan
sesuai dengan Perintah Kerja.

Mengajukan permintaan suku cadang/alat
Kelengkapan lainnya untuk perawatan /
perbaikan tanpa persetujuan atasan
langsung.

Lalai melaporkan hasil perawatan/perbaikan
Kepada atasan langsung sehingga menghambat
operasional Kkendaraan.

Tidak menyerahkan suku cadang lama/bekas
bagai bukti pemakaian.

Tidak bersedia melakukan persiapan kendaxa
an yYang akan menjaluani Keur. .

Menyurulh ovrang iain yanyg bukan dMekanik /
Teknik untuk menggantikan tugasnya mengi-—
Kuti uji coba /inreyden kendaraan/bus.

Sengaja tidak melaporkan hasil uji coba
jalan/inreyden kepada atasan.

Tidak segera melaksanakan pemeriksaan dan
pecrawatan/penyectelan kendaraan/bus sehabis
dioperasikan sebelum menerima uang perang—

.sang dari Crew/pengemudinya. ~

Menolak untuk menyusuli kendaraan yang
mendapat gangguan / kerusakan dztengah per—
jalanan tanpa alasan yang dapat ditrima.

Menentukan barang—barang/material yang seha
rusnya tidak diganti untuk giganti.

Tidak segera menyerahkan kembali kendaraan
yang telah diperiksa/diperbaiki sehingga
menghambat operasional kendaraan.

Menanda—tangani Berita Acara penyelesaian
pekecrjaan yang tidak sesuai dengan yang
dikerjakan.
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Pasal 16 ayat 2

a.

(8]

Meninggalkan kendaraan/bus vyang belum sele
sai diperbaiki tanpa seijin atasan,sehingga
menimbulkan dugaan sebagai kendaraan S.O.

Mengambil atav memasang barang / suku
cadang Kendaraan / bus tanpa seijin / se
pengetahuan atasan langsung dan atau Pe-
tugas gudang.

Melakukan penggelapan suku cadang/materi
al kendaraan yan: tidak atau seharusnya
dipasang pada kendaraan/bus.

Menghambat perawatan/perbaikan Kendaraan
dengan alasan tida\ menvukai crew—-nya.

Membuang  sulu cadang/barang bekas /oli
belkas buran pada tempat vyang telah disedia—
fan sehingsa dapat membahayakan orang lain.

Membiarkan peralatan/perkakas bengkel dalam
keadaan kotor setelah dipergunakan.

Menukar perlengkapan kendaraan/bus tanpa
seijin atasan.

Bermalas — malasan / tidur — tiduran tanpa
atau sambil membunyikan radio/tape mobil
didalam atau dikolong kKendaraan/ bus vang
berada di Pool/garasi.

Mengurangi isi tangki bahan bakar kendaraan
/bus bukan untuk kepentingan dinas.

‘e
o






